. BUPATI GORONTALO UTARA
‘ PROVINSI GORONTALO

PERATURAN DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA
. NOMOR % TAHUN 2022
_ TENTANG
PERUSAHAAN UMUM DAERAH TIRTA GERBANG EMAS

DENC{AN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI GORONTALO UTARA,

Menimbang: a. bai'lwa Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta
Géirbang' Emas adalah Perusahaan milik Pemerintah
Da{erah Kabupaten Gorontalo Utara yang didirikan
befdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016
ter;1ta_ng Pendirian Perusahaan Umum Daerah Air
'Mi?num;

b. bai'lwa dengan diberlakukannya Peraturan Pemerintah
Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik
Deierah, maka perlu dilakukan penyesuaian pada
ketentuan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016
teﬁtang Pemsahaan Umum Daerah Air Minum;

c. baimra berdasarkan  pertimbangan  sebagaimana
dunaksud dalam humf a, dan huruf b, perlu
me;netapkan_ Peraturan Daerah tentang Perusahaan
Urﬁum Daerah Tirta Gerbang Emas; o

Mengingat: 1. Pa?sal 18;ayaf (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Inéonesia Tahun 1945;

2. UQdang—Undang Nomor 11 Tahun 2007 tentang
Peinbentukan Kabupaten  Gorontalo Utara di Provinsi
Go:'rohtélb (Lembaran Negara Republik Indenesia Tahun
20b7 Nomor 13; Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4687);
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3. fodang—_Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
 Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
| In.donesi.a Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
- Négara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana

telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
. Uxildang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

(Lénibarém' Negara Republik Indonesia Tahun 2020
| Ndmor 245, Tambahan Lembaran Negara Re'pub]ik'i
s Indones1a Nomor 6573),

4. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang
Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik :
InczioneSia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

5. Pe:ratur_aii Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pei'igélolaén Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lae;nbaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

_ Deng’ah Persetujué\n Bersama

. DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

* BUPATI GORONTALO UTARA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : _PERATURAN DAERAH TENTANG PERUSAHAAN UMUM
DA_ERAH TIRTA GERBANG EMAS.

o BABI
- KETENTUAN UMUM

T S ‘Pasal 1

1. Daerah adalah Kabupaten Gorontalo Utara.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebaga1 unsur
penyelenggara Pemermtahan Daerah. -

23, Bupatl adalah Bupat1 Gorontalo Utara.

4 Dewan Perwak]lan Rakyat Daerah yang selan_]umya disingkat DPRD
| adalah lembaga perwakﬂan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai

unsur penyelenggara pemerintahan daerah.



10.

11

12.

13.

14,

15.

-3-

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat

APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan
dengan Peraturan Daerah. |
Kekayaan Daera__h yang dipisahkan adalah kekayaan Daerah yang
berasal dari APBD untﬁ_k dijadikan penyertaan modal Daerah pada
Perumda. | o
Badan Usaha Mlhk Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah
badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh
Daerah. ; |

Perusahaan Uml;xm Daerah yang selanjutnya disingkat Perumda adalah

Badan Usaha M'ilik Daerah yang seluruh modalnya dimiliki Daerah

berupa kekayaan Daerah yang dlplsahkan dan tidak terbagi atas

~ saham.

Bupati yang mev&akili Pemerintah Daerah dalam kepemilikan kekayaan
Daerah yang- dlplsahkan pada Perusahaan Urnum Daerah yang

| selanJutnya dlsmgkat KPM adalah organ ‘Perusahaan Umum Daerah

yang memegang kekuasaan tertinggi dalam Perusahaan Umum Daerah
dan memegang segala kewenangan yang tidak diserahkan kepada

Direksi atau Dewan Pengawas.

Dewan Pengawas adalah organ Perumda yang bertugas melakukan

pengawasan dan membenkan nasihat kepada Direksi dalam

menjajankan keglatan pengurusan Perumda.

. Pengaw_asan ada,lah keglatan yang dilakukan oleh Dewan Pengaxﬁras

untuk menilai Pérumda dengan cara membandingkan antara keadaan

yang sebenarnya dengan keadaan yang seharusnya dilakukan, dalam

'bida.ng keuangarif dan/ atau dalam bidang teknis operasional.

Direksi adatah oxfgan Perumda yang bertanggungjawab atas pengurusan
Perumda untuki kepeﬁtingan dan tujuan Perummda serta mewakili
Perumda baik d1 dalaim ‘maupun di luar pengadilan sesuai dengan
ketentuan Anggaran Dasar. :
Pengurusan adalah keglatan yang dilakukan oleh Direksi dalam upaya
mencapai rnaksud dan tujuan Perumda.
Uji Kelayakan clan Kepatutan yang selanJutnya disingkat UKK adalah
proses untuk menentukan kelayakan dan kepatutan seseorang untuk
menjabat sebagai Dewan Pengawas atau Direksi Perumda. .
Restfukturiéaéi adalaii upaya yang dilakukan dalam rangka
penyehatan Perlilmda " sebagai salah satu langkah strategis untuk
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memperbaiki kdndisi internal Perumda guna memperbaiki kinerja
dan/atau meninékatkan nilat Perumda.
16. Pelanggan adalah masyarakat atau institusi yang terdaftar sebagai
penerima layanan air minum untuk memenuhi kebutuhan sendiri. - |
17. Pelanggan Khus@s adalah institusi atau badan yang memanfaatkan air |
minum untuk memenuhi kebutuhan yang diatur dalam perjanjian. |
18. Tarif Air Minum yang selanjutnya disebut Tarif adalah kebijakan biaya
jasa layanan aJr minum yang ditetapkan Kepala Daerah untuk
pemakaian setiap mefef kubik (m3) atau satuan volume lainnya: yang
- diberikan oleh Perumda yang wajib dibayar oleh Pelanggan. |
19. Pembubaran adélah pengakhiran Perumda yang ditetapkan dengan

- Peraturan Daerah.

. BAB II
NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Baglan Kesatu

Nama Perumda

: Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta
Gerbang Emas yang dibentuk dengan Peraturan Daerah Kabupaten
Gorontalo Utara Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pendirian Perusahaan
Umum Daerah Air Minum (Lembaran Daerah Kabupaten Gorontalo Utara
Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gorontalo
Utara Nomor 219), diubah namanya menjadi Perusahaan Umum Daerah
Tirta Gerbang Emas aitau disingkat Perumda.

Bagian Kedua

Tempat Kedudukan

_ | Pasal 3
{1) Perumda berkedudukan dan berkantor pusat di ibukota Daerah.
{2) Dalam mengembangkan usahanya Perumda dapat mendirikan cabang

' dain/ atau unit pélayanan di wilayah Daerah dengan persetujuan KPM.

BAB HII
MAKSUD DAN TUJUAN
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- Pasal 4 |
{1) Pendirian Perun‘ida dimaksudkan untuk membentuk BUMD yang :
bergerak dalam bidang pelayanan air minum, i

(2) Pendirian Perumcia bertujuan:
a. memberikan rilanfaat bagi perkembangan perekonomian Daerah;
b. menyelenggarékan kemanfaatan umum berupa penyediaan air
minum bagi Zpemenuhan kebutuhan masyarakat sesuai kondisi,
karakteristik dan potensi Daerah berdasarkan tata Kkelola

perusahaan yéng baik; dan

¢c. memperoleh lé.ba dan/atau keuntungan.

BAB IV
KEGIATAN USAHA

Pasal 5
Kegiatan usaha Pemrilda meliputi:
a. memproduksi air tﬁinum;
b. mendistribusikan air minum kepada pelanggan;
c. mendirikan, mem‘bangun dan/atau mengelola instalasi air minum; dan
d

. membentuk dan mengembangkan unit usaha di bidang air minum.

BAB V
JANGKA WAKTU BERDIRI

: Pasal 6

Perumda didirikan uﬁtuk jangka waktu tidak terbatas.
BAB VI
MODAL

Bagian Kesatu

Umum

: Pasal 7
Modal Perumda dapat berupa uang dan/atau barang,

Bagian Kedua
Sumber Modal

Pasal 8

Sumber modal Perlimda terdiri atas:



g o TP

(2)

(3)

(4)

0

(1)

(2)

penyertaan modal Daerah;
pinjaman; ‘
hibah; dan

sumber modal Ia:.innya.

Paragraf 1
Penyertaan Modal Daerah

Pasal 9

Penyertaan mod?l Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf

" a. dapat bersumber dari:

a. APBD; dan/atau

b. konversi dari pinjaman.

Penyertaan mod;xl Déerah dilakukan untuk:
a. pendirian Pei‘umda; dan

b. penambahan modal Perumda.

Penyertaan modal Daerah dapat berupa uang dan barang milik

Dae_rah.

Barang milik Délerah dinilai sesuai nilai riil pada saat barang milik |

Daerah dijadikah penyertaan modal Daerah.

Nilai riil sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diperoleh dengan :

melakukan perfafsiran harga barang milik Daerah sesuai dengan
ketentuan peratiilran pérundangundangan.

Penyertaan moaal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditetapkan deng%;ln Peraturan Daerah.

| : Pasal 10
Penyertaan modal Daerah dalam rangka penambahan modal Perumda
dilakukan untul%::
a. pengembangén usaha;
b. penguatan s{:ruktur permodalan; dan

C. penugasan P;emerintah Daerah.

Penyertaan mofdal Daerah untuk penambahan modal Perumda -
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah dilakukan

analisis investasi oleh Pemerintah Daerah dan tersedianya rencana

bisnis Perumda.:



(1)

(2)

(1)

E .mehputl
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.Paragraf 2

f Pinjaman

Pasal 11

Pinjaman sebagaunana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b dapat

bersumber darl
a. Daerah;
b. BUMD lmnnya, dan /atau

C. sumber Iamnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang -

- “undangan. -

"'Dalam melakukan plnjaman sebagalmana dlmaksud pada ayat (1)

wapb mendapatkan persetu_}uan secara tertulis dari KPM dan DPRD,
Ketentuan mengenal penenmaan pinjaman dilaksanakan . sesuat

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

' Paragarf 3
Hibah
i Pasal .12 .
“Hibah sebagaiména dimaksud dalam Pasal 8 huruf ¢ dapat bersumber
dari: R
a. Pemerintah IZ’usat; '
b; Daerah; _'
c. BUMD lainnya; dan/atau
d

. surnber lamnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
'_ undangan '

Ketentuan mengena1 penerlmaan hibah dllaksanakan sesuai denga.n

ketentuan pe;‘aturan perundang—undangan.

-Paragraf 4
Sumber Modal Lainnya
Pasal 13

Sumber modal léinnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d

._'a kapltahsasx cadangan dan . |
b keuntungan revalua31 aset. . _ :
'Dalam hal penyertaan modal bersumber dari meodal kap1tahsas1

cadangan, dan/ atau k_euntungan .revaluam aset diputuskan oleh KPM.
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Peny’ertaan modal yang bersumber dari modal kapitalisasi cadangan

sebagaiména dimaksud pada ayat (2} dilaksanakan sesuai dengan

_ketentuan peraturan perundangnundangan yang mengatur mengenal

'pengelolaan keuangan daerah

Pasal 14

: Modal Perumda yang bersumber dari penyertaan modal Daerah merupakan

batas pert_anggung]awaban Daerah atas kerugian Perumda.

@

(1)

(@

(3)

Bagian Ketiga
Penyertaan Modal Daerah Pendirian Perumda

Pasal 15

Besaran penyertaan modal Daerah dalam rangka pendirian Perumda

terdiri atas semua aktlva dan pasiva dari Balai Layanan Umum Sistem

"Penyedlaan Air Mmum Kabupaten Gorontalo Utara.

Penyertaan modal Daerah dalam rangka pendirian Perumda

sebagaimana dirhaksud pada ayat (1) ditujukan untuk memenuhi

modal dasar dan modal disetor.

~ Bagian Keémpat
%Modal Dasar dan Modal Disetor

Pasal 16

‘Modal dasar Pefumda adalah semua aktiva dan pasiva dari Balai
'Layanan Umum Slstem Penyediaan A1r Minum Kabupaten Gorontalo
Utara sebagaimana dlmaksud dalarn Pasal 15 ayat (1] dltambah

penyertaan modal Rp.20.000.000.000,— (Dua Puluh Milyar Rupiah).

Modal disetor sampai dengan tanggal 31 Desember Tahun 202 1terdiri
“atas: ‘: o '

a. sémua aktiva dan pasiva dari Balai Layanan Umum Sistim

Penyediaan"Air Minum sebagaimana dimaksud dalam Pasal. 15 B
ayat (1); dan

- b. - penyertaan modal dan Pemerintah Daerah sampai dengan tanggal

31 Desember Tahun 2021 sebesar Rp 7. 010 000.000,- (Tu_}uh
Milyar Sepuluh Juta Rupiahj.

Sisa kewajiban penyertaan modal Pemerintah Daerah kepada Perumda

yang belum disetor sebesar Rp.12.990. 000.000.- (Dua Belas Mllyar_
Sembilan Ratus Sembﬂ_an Puluh Juta Rupiah}.



(4)

)

(2)

(3)
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Pemenuhan modal dasar dilakukan secara bertahap sesuai ketentuan
peraturan perurjdang-uridangan serta sesuai dengan kemampuan

keuangan Daerah.

BAB VII
KEBIJAKAN PERUMDA

Pasal. 17

.Bupau merupakan pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan

Daerah dan mewaklh Pemerintah Daerah dalam kepemilikan Kekayaan B
Daerah Yang Dlplsahkan , I
Pelaksanaan kekuasaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam

kebijakan Perumda,mehputl.

a. penyertaan médal;

b. subsidi; E

C. penugasan; !

d. penggunaan hasﬂ pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan;
 dan

e. pembinaan dan pengawasan terhadap penyertaan modal pada

Perumda. ' |
Subsidi sebagajr%lana dimaksud pada ayat (2) huruf b berdasarkan

persetujuan DPRD sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.

Pasal 18
Bupati mewaklh Pememntah Daerah dalam kepemilikan kekayaan
Daerah yang dlplsahkan pada Perumda.
Bupati selaku pemilik modal pada Perumda mempunyai kewenangan
mengambil keputusan
Kewenangan mengambﬂ keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat |
(2) dapat dthpahkan kepada pejabat perangkat Daerah yang
melaksanakan urusan di bidang ekonomi. gy
Pelimpahan ke\:%venangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) |
ditetapkan dengan Keputusan Bupati. ‘ |
Pehmpahan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) antara
lain:
a. perubahan Aﬁggaran Dasar;
b. pengalihan asfet tetap;

c. kerja sama;
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. investasi - dan pembiayaan, termasuk pembentukan anak |

jﬁerusahaan dém/ atau penyei‘taa.n modal;

. penyertaan modal . Pemerintah Daersh bersumber dari modal

kapitalisasi caidangan, dan keuntungan revaluasi aset;
pengangkatari dan pemberhentian Dewan Pengawas dan Direksi;

penetapan beéara_.n penggunaan laba;

. penghasilan Qewan pengawas dan Direksi.
-'pengesahan_' laporan tahunan; '

. penggabungan, pemisdhan, peleburan, pengambilalihan dan

pembubaran Pertlrnda; dan

.jaminan a'setiberjumlah lebih dari 50% (lima puluh persen} dari

jumlah kekayaan bersih Perunda dalam 1 (satu) transaksi atau

" lebih. .

(6) Pelaksana kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2} dan ayat

(3) dapat diberikan. insentif yang bersumber dari hasil pengelolaan
~ Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan. '

{7) Besaran insentif pelaksana kewenangan sebagaimana dimaksud pada |

ayat (6) ditetapkan berdasarkan:

a.
b,

C.

target kinerja Perumda;
klasifikasi hasil pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan
sesuai jenis bidahg usaha; dan

laporan keuangan Perumda.

(8) Beéaran_ insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (7) ditetapkan

dengan Keputusan Bupati.

~ BAB VI
'ORGAN PERUMDA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 19

(1) Pengurusan Perd:mda dilakukan oleh organ Perumda.

(2)  Organ Perumda Sebagaimana dimaksud pada ayat (1} terdiri dari:

a.
b.

c.

KPM; | _
Dewan Pengawas; dan

Direksi.
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- {3) S_étiap orang dalém pengurusan Perumda dilarang memiliki hubungan
keluarga sampai derajat ketiga berdasarkan garis lurus ke atas, ke

bawah, atau ke samping, termasuk hubungan karena perkawinan.

Bagian Kedua
KPM

_ Pasal 20 _ _
KPM tldak bertanggung jawab atas kerugian Perumda apabila dapat
membuktikan: | ‘
a. tldak mempunyau kepentmgan pribadi baik langsung maupun tidak
: Iangsung, : : ' _

.b. tidak terhbat da.lam perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh
| Perumda; dan/atau o

“c. tidak terhbat secara langsung maupun tidak langsung menggunakan

kekayaan Perumda secara melawan hukum.

; Pasal 21
KPM dapat mengajuk?.n gugatan ke Pengadilan terhadap Dewan Pengawas
atau Direksi yang karena kesalahan dan kelalaiannya menimbulkan
kerugian pada Perui;ndé, kecuali Dewan Pengawas atau Direksi yang
.bersangkutén méngéanti kerugian yang ditimbulkan tersebut dan

- disetorkan ke rekenmg kas umum daerah.

Bagian Ketiga

Dewan Pengawas -

' Paragraf 1

Umum

_ Pasal 22
- Dewan Pengawas d_iarigkat' dan diberhentikan oleh KPM

Paragraf 2
J umlah dan Unsur

_ ~ Pasal 23
(1) Dewan Pengawas' berjumlah 1 (satu} orang
(2) Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari

unsur Pemermtah Daerah.



(1)

- (2)

(1)

(2)

3)
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Paragraf 3

iTugas,' Kewajiban dan Wewenang.

; Pasal 24
Dewan Pengawasi bertugas:

a. melakukan péngawasan terhadap Perumda; dan

b. mengaWasi dan memberi nasehat kepada Direksi dalam

-menjalankan‘? pengurusan Perumda, termasuk pengawasan
_.pelaksanaan Rencana Jangka Panjang Perumda, Rencana Kerja dan
Anggaran, keputusan KPM, peraturan dan keputusan Bupati,

peraturan Da_erah, dan ketentuan peraturan perundang-undangan

- lainnya untui{ kepéni_:ingan Perumda seuai dengan maksud dan

| tujuan Perumda

,Dewan Pengawas Wajlb

a. melaporkan hasil pengawasan kepada KPM; dan

b. membuat danr memelihara risalah rapat.

_ ; ‘ Pasal 25 |
Selain kewajibalil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat '(2)
Dewan Pengawas wajib dengan itikad baik dan tanggung jawab
menjalankan tugas unfuk kepentingan Perumda.

Dewan Péngawas bertanggung jawab penuh secara pribadi apabila
yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya,

KPM dapat mengajukan gugatan ke pengadilan terhadap Dewan
Pengawas yang jkarena kesalahan atau kelalaiannya menimbulkan
kerugian pada ﬁérumda kecuali Dewan Pengawas yang bersangkutan
mengganti kemgim yvang ditimbulkan tersebut dan disetorkan ke

rekening kas umum daerah.

‘_ Pasal 26
Dewan Pengawaé berkewenangan:
a. memlal kmelja Direksi Perumda dalam mengelola Perumda;
b. memasuki pekarangan gedung dan kantor yang dlgunakan oleh
Perumda; ,
c. melihat bukl.i, surat serta dokumen lainnya, memeriksa kas untuk
keperluaﬁ verifikasi dan surat berharga lainnya, serta memeriksa

kekayaan Pelfumda;'
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. menilai lapor%m triwulan dan laporan tahunan yang disampaikan
" Direksi untuk mend'apat' pengesahan KPM;

n‘iemint_a ketéerangan Direksi mengenai 'segala persoalan yang

menyangkut f)engelglam:dan pengembangan Perumda;

mengetahui éegala ikebijakan dan tindakan yang telah dan akan

dijalankan oléh Direksi, - |

meminta Dirieksi dan Jatau pejabat lainnya di bawah Direksi

dengan sepeﬁgetahuan Direksi untuk ménghadiri rapat DeWa.n

- Pengawas; B . o

. 'membentuk  Komite Audit, jika dianggap perlu dengan

-memperhatikan kemampuan keuangan Perumda; |
ménggunakah tenaga ahli untuk hal tertentn dan dalam jangka

| waktu tertenfu atas beban Perumda, jika dianggap perlu;

j. '_menghadm rapat D1rek31 dan membenkan pandangan terhadap _ B

" hal-hal yang dlblcarakan

. -memmta pen_}elasan dari Direksi, pejabat lalnnya dibawah Direksi
~dan/atau Pegawal mengenai segala persoalan yang menyangkut
_ pengelolaan Perumda, | _ |

mengusulkan pengangkatan . pemberhentian  sementara,

| “rehabilitasi dan pemberhentlan Direksi kepada Bupati; |

. melaksanakan -tugas pengurusan Perumda apabila  terjadi

kekosongan j;abatan Direksi; ' |

. menunjuk péjab'at internal untuk membantu pelaksanaan tugas
"'Direksi Sampéi dengaﬁ péngangkatan Direksi definitif paling lama 6
~ (enam} bulan

. 'memberlkan ‘pertimbangan kepada Direksi dalam pengangkatan :

Satuan Pengawas Intern,;

.- membenkan persetujuan standar operasmnal prosedur yang
“disusun oleh’ D1reks1, | _

menandatangam rencana bisnis, rencana kerja dan anggaran serta

laporan manajemen bersama dengan Direksi; dan

melaksana.kan kewenangan pengawasan lainnya sepanjang tidak
bertentangan_ dengan ketentuan peraturan perundang—undangan

dan Anggaran Dasar Perumda.

Paragraf 4

Larangan Dewan Pengawas
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_ _ Pasal 27

(1) Dewan Pengawais dilarang memangku lebih dari 2 (dua) jabatan
'se-bagai Dewan P;engawés '

: (2) Pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai
sanksi admlmstrauf berupa diberhentikan sewaktu-waktu dari jabatan

' sebagm Dewan Pengawas '

{3) Dalam hal ketentuan sebagaxmana dimaksud pada ayat (2) tidak
dilaksanakan oleh KPM, paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak
yang bersangkutjén diangkat memangku jabatan baru sebagai Dewan
Pengawas, jabatian yang ‘bersangkutan sebagai Dewan Pengawas
dinyatakah.beralfhir. 3 | ..

: Pasal 28
(1) Dewan Pengawaé dilarang memangku jabatan rangkap sebagai:
a. anggota D1reks1 pada BUMD, badan usaha milik negera, dan/atau
. badan usaha rmhk swasta, _
b. pejabat lamnya sesuai dengan ketentuan pefaturau perundang-
_ undangan dan/atau
c peJabat lain yang dapat menimbulkan konﬂlk kepentingan.
(2) Pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dlkeneu
| sanksi admmlstratlf berupa diberhentikan sewaktu-waktu dari _]abatan
sebagai Dewan Pengawas oleh KPM. | o
(3) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak
dﬂaksan_akan ole;h KPM, paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak

yang berSangkutan didngkat memangku jabatan baru sebagai Dewan

Pengawas, Jabatan yang bersangkutan sebagai Dewan Pengawas

dmyatakan berakhlr

a Paragraf 5

éPengangkatan Dewan Pengawas

: Pasal 29 |
(1} Dewan P.engawas:5 di angkat oleh KPM melalui proses pemilihan.
-(2) Pengangkatan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat- ( 1)
d1tetapkan dengan Keputusan KPM.
:‘ Pasal 30
- Untuk .dapat diangkait sebagai Dewan Pengawa's' harus memenuhi syarat

sebagai berikut:
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sehat jasmani dan 'rohant;

. memiliki keahliaf'l, integritas, kepemlmpman, engalaman jujur,

penlaku vang bauk dan dedikasi yang t1ngg1 untuk memajukan dan
mengembangkan perusahaan

memahami penyelenggaraan pemerintahan daerah

d. memahami manajemen perusahaan yang berkaitan dengan salah satu

i s

(1)
)

w

(2

@3

fungsi manajeman

menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya,
berijazah paling rendah Strata 1 {S-1);

berusia paling tuj_xggl 60 (enam puluh) tahun pada saat ménda_ftar
pertama kali; 2 | '

tidak pernah dmyatakan palht _
tidak pernah men;adl Direksi, anggota Dewan Pengawas yang dmyatakan
bersalah menyebabkan badan usaha yang dlplmpm dlnyatakan pailit;
tidak sedang men_]alam sanksi pidana; '
tidak sedang menJad1 pengurus partai politik, calon bupati atau caion
wakil bupati, dan/atau calon anggota DPRD/ Dewah Perwakilan Rakyat
Republik In'donesié/ Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia; dan

btikan sebagai Di}eksi atau pegawai pada BUMD/badan usaha milik

negera/badan usaiha milik swasta;

Pasal 31
Proses permhhan Dewan Pengawas dilakukan melalui seleksi.

Seleksi sebagalmana dimaksud pada ayat (1} sekurang-kurangnya

mehputl tahapan UKK yvang dilakukan oleh tim atau lembaga

profesional sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

: Pasal 32
Calon Dewan Pengawas yang dmyatakan lulus seleksi wajib
menandatangam kontrak kinerja sebelum dlangkat sebagai Dewan

Pengawas.

Pengangkatan Dewan Pengawas tidak bersamaan waktunya dengan

.pengangkatan Direksu

Pengangkatan Dewan Pengawas sebagalmana dimaksud pada ayat (2)
dimaksudkan untuk menghindari texjadmya kekosongan
kepengurusan Pérumda o _
Ketentuan mengenal seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31

~ayat (1) tidak b_erlaku bagl pengangkatan kemball_ Dewan Pengawas



(S)

(6)
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yang dinilai mar_izpu melaksanakan t.ugas'den'gan baik selama masa
_]abatannya - o

Dalam hal Dewan Pengawas diangkat kembali, Dewan Pengawas Wa_}lb
menandatangam kontrak kinerja.

Penandatanga.nan kontrak kinerja sebagaimana dlmaksud pada ayat
(5) dﬂakukan sebelum pengangkatan kemball sebagai Dewan

Pen gawas

Pasal 33

Dewan Pengawas dlangkat untuk masa jabatan paling lama 4 (empat) tahun

 dan dapat diangkat k;mbah untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

(1)
(2)

(4)

{5)

()

(2)

Paragraf 6

Penghasilan Dewan Pengawas

_ Pasal 34
Dewan Pengawas berhak menerima Penghasilan.
Penghasilan De{van Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

paling banyak te%‘diﬁ atas:

a. honorarium;:

b. tunjangan,

¢. fasilitas; dan}atau _

d. tantiem atauiinsentif kerja.

Honorarium Depﬁran Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
huruf a paling bf;myak 40% (empat puluh persen} dari gaji Direksi.
Tantiem atau ins;entif kerja sebagaimana dimaksud pada ayat {2) huruf
d diberikan kepada Dewan Pengawas paling banyak 1 (satu) kali dalam
1 ({satu) tahulil apébila Perumda memperolehh laba dan/atau
keuntungan. _ '

Jenis dan besaran penghasﬂan Dewan Pengawas sebagalmana
dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh KPM.

Pasal 35

Dalam hal Dewaih Pengawas diberhentikan dengan hormat, baik masa

| jabatannya berjakhir ‘atau diberhentikan sewaktu-waktu, dapat

diberikan tunjanfgan jasa pengabdian.
Tunjangan jasaé pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat {2}

diberikan berdaSarkan kemampuan keuangan Perumda.




(3)

(1)

(3)
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Ketentuan lebih lan_}ut mengenai penghasﬂan Dewan Pengawas diatur
lebih lanjut dengan Peraturan Bupati. |
Paragraf 7

Sekretaris Dewan Pengawas

: : Pasal 36
Dewan PengaWaé dapat mengangkat seorang sekretaris yang berasal
dari pegawai Perumda

Tugas sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk

" membantu kelanc_:aran pelaksanaan tugas Dewan Pengawas.

Tat_ét cara pengangkatan dan pemberhentian sekretaris Dewan

Pengawas diatur 1ebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 37

‘Biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas Dewan Pengawas

dan sekretaris Dewan Pengawas dibebankan kepada Perumda dan dimuat

dalam r_éncana kerja d;an'_anggaran Perumda.

R

Paragraf 8

Pernberhentlan Dewan Pengawas

Pasal 38
Dewan Pengawas dlberhentlkan oleh KPM.
Pemberhentian Dewan Pengawas sebagalmana dzmaksud pada ayat (1)
apabila: .
a. menmggal duma
b. masa Jabatannya berakhlr atau
C. dlberhentlkan sewaktu-waktu.

: Pasal 39

Dalam hal Jabatan Dewan Pengawas berakhir karena masa Jabatannya
berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2} huruf b,
Dewan Pengawas \ﬁraji'b menyampaikan laporan pengawasan tugas
akﬁir masa jabéltaﬁ paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhir
masa jabatannyé.

Dewan Pengawés sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib
melaporkén siéa pelaksanaan tugas pengawasan yang belum

dilaporkan palmg lambat 1 {satu) bulan setelah berakhir masa

: Jabatannya




@

(2)
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Laporan pengéwééan tugés akhir masa jabatan sebagaimana dimaksud .
pada ayat ( 1) sebagai dasar pertimbangan oleh KPM untuk
memperpa.njang atau memberhentikan Dewan Pengawas.

Laporan pengawasan tugas akhir masa jabatan Dewan Pengawas yang

berakhir masa jébatannya dilaksanakan setelah hasil audit dengan

" tujuan tertentu aitau audit tahunan dari kantor akuntan publik kepada - |

KPM.

P _ Pasal 40 :
Dalam hal jabat?an Dewan Pengawas berhenti karena diberhentikan
sewaktu-waktu s{ebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) huruf
c,wajib disertai &engan alasan pemberhentian.
Alasan pemberhéntian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus
berdasarkan data dan 1nforma81 yvang dapat dibuktikan secara sah, 31ka
vang bersangkutan
a. tidak dapat me]aksahakan tugas;
b. melanggar larangan Dewan Pengawas;
c. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan
dan/atau ketentuarr Anggaran Dasar Perumda;
d. terhbat dalam tindakan kecurangan yang mengaklbatkan keruglan
pada Pemmda, _
e. dinyatakan- bersalah dengan putusén pengadilan yang telah
' mempunyai kekuatan hukum tetap;
mengundurkan diri;
g. tidak lagi mef_nenuhi persyaratan sebagai Dewan Pengawas sesuai
dengan ketenéuan peraturan perundang—ijndangan;
h. tidak terpilih lagi dalam hal adanya perubahan kebijakan
- Pemerintah baerah seperti restrukturisasi, likuidasi, akuisisi,
dan/atau pen;bubafan Perumda;
i. melakukan Undakan yang melanggar- etika dan/atau kepatutan
 yang seharus%nya dihormati sebagai Dewan Pengawas Perumda;
- dan/atau :

j- bukan lagi sebagai Pegawai Negeri Sipil.

‘ Pasal 41 _
Dewan -_Pengawe@s yang diberhentikan karena mengundurkan diri |
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) huruf f, harus g

mengajukan surat permochonan pengunduran diri kepada KPM.
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Surat p'ermohorién peﬁgunduran diri yang diajukan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), ditindak lanjutl oleh KPM paling lama 30 {tiga

. puluh) hari sejak d1ternna oleh KPM.

(3)

(1)
(2)

(3)

Dlrek51 bertugas

Apabﬂa dalam waktu 30 (tiga puluh) hari se;ak dltenmanya surat

permohonan penﬁgunduran diri sebagal_mana dimaksud pada ayat {2},

KPM belum . menerbitkan keputusan pemberhentian, maka
pengunduran diri tersebut dianggap telah disetujui.

- Bagian Keempat

" Direksi

Paragraf 1

Umum

: _ Pasal 42
D1rek31 melakukan pengurusan terhadap Perumda.
Direksi sebagalmana dimaksud - pada ayat (1) diangkat dan
diberhentikan oléh KPM. |

Direksi sebagalmana dlmaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berjumiah 1

(satu) orang.

Paragraf 2

'}‘ugas,_ Kewajiban dan Wewenang

Pasal 43

a. melakukan Pengurusan terhadap Perumda, dan

b melaksanakan tugas lain sesuai peraturan perundang~undangan

Dlrek31 wa_]lb

- a. menylapkan rencana blsms yang hendak dlcapas dalam jangka

waktu S (hma) tahun,
b. menylapkan rencana kerja dan anggaran yang merupakan

pen_]abaran tahunan dari rencana blsms,

C. menyusun standar operasxonal prosedur;

d. menyusun dan menerapkan tata kelola perusahaan yang baik;

e. menyampaﬂ{an laporan tertulis berupa laporan bulanan, laporan'
. triwulan dar; _ lapo;'an tahunan kepada KPM yang dltembuskan_

kepada Dewan Pengawas;



)
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f. membuat sei;aligus memelihara risalah rapat yéng berisi hal yérig |
dibicarakan dan diputuskan dalam rapat Perumda;

g. bertanggung jawab .penuh secara pribadi apabila yang
bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya; _

h. mengusahakén dan menjamin terlaksananya usaha dan kegiétan-_ :

- Perumda sesuai dengan maksud dan tujuan kegiatan usahanya.

_ _ : Pasal 44
Selain kewajiban sebagaiamana dimaksud dalam Pasal 43 Direksi
wajib dengan itjikad ba_ik ‘dan tanggung .jawab menja]ankah tugas
untuk kepentingan dan usaha Perumda. '
Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi apabila yang
bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya sesuai dengan '

ketentuan sebagalmana dimaksud pada ayat {1).

- KPM dapat mengajukan gugatan ke pengadilan terhadap Direksi yang

karena ke'salaha:m atau Kkelalaiannya menimbulkan kerugian pada :
Perumda kecuali Direksi yang bersangkutan mengganti kerugian yang

ditimbulkan tersebut dan disetorkan ke rekening kas umum daerah.

Pasal 45

Direksi berkewenangan

a.

(1)

merencanakan, mengambﬂ keputusa.n, dan melaksanakan program dan

kegiatan dalam upaya mencapai maksud dan tujuan Perumda,

. mengangkat, mem_berhentikan pegawal Perumda berdasarkan péxjanjian

kerja sesuai keten:fuan peraturan perundang-undangan; _
ménetapkah pen{;hasilan pegawai Perumﬂa sesuai dengan Rencana
Kerja dan Anggarén; | '

membentuk Satuén Peﬁgawas Intern dan mengangkat Kepala Satuan
Pengawas Intern; -
menetapkan tata kelola perusahaan yang balk

mewakili Perumda dalam hubungan Perumda dengan pihak lain; dan.
melaksanakan wewenang lainnya berdasarkan ketentuan peraturan

perundang-undangan

_ | Pasal 46 _ :
Direksi_"tidak ber'iﬁrenan:g mewakili Perumda apabila:




(2)
_; berhak mewaklh Perumda yaitu:

(1)

(1)
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a. terjadi perkafa di péngadilan antara Perumda dengan Direksi yéng
bersangkutan, dan/atau _

b. Direksi yang bersangkutan mempunyai kepentingan yang
bertentangan dengan kepentingan Perumda.

Dalam hal teqadl keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)}, yang

a. Dewan Pengawas, atau | |
b. pihak lain yahg ditunjuk oleh KPM dalam hal Direksi atau Dewan

Pengawas mempunyai benturan kepentingan dengan Perumda.

Paragraf 3

Larangan Direksi

Pasal 47
Direksi Perumda dilarang:
a. memangku jabatan rangkap sebagai anggota Direksi pada BUMD
lainnya/ badafl usaha milik negara/badan usaha milik swasta;
b. memangku ja;batan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang—uﬁdangan; ‘
c. jabatan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan didalam
Perumda,; déné/atau '
d. mengambil kej.mtungan pribadi dari kegiatan Perumda.
Pelanggaran keténtuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai
sanksi administratif berupa diberhentikan sewaktu-waktu dari jabatan
sebagai Direksi. ' , _
Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat {2} tidak
dilaksanakan ole_h KPM, paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak
yang bersangkuté.n diangkat memangku jabatan baru sebagai Direksi,
dinyatakan berakhir.

Paragraf 4

Pengangkatan Direksi

_ _ - Pasal 48
Direksi diangkat (i)l&h KPM melalui proses pemilihan.
Pengangkatan Difeksi sébagaimana dimaksud pada ayat (1} ditetapkan
dengan Keput'usa:p KPM.

Pasal 49
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Untuk dapat diangkafsebagjai Direksi, yang bersangkutan harus memenuhi
syarat sebagai berikut:

a.
b.

sehat jasmani dan rohéni;
memiliki keahhan integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur,
perﬂaku yang balk dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan

} mengembangkanﬁ: perusahaan;

® oo oD

.
4

(1)
(2)

(1)

memahami penyéleng_garaan pemerintahan Daerah;

méinaha.tni manaijemen’ Perumda;

memmiliki pengetaﬁuan yang memadai di bidang usaha perusahaan;
berfjazah paling rendah Strata 1 (S-1);

pengalaman kerja minimal 5 (lima) tahun di bidang manajerial
perusahaan berbiadan hukum dan pernah memimpin tim;

berusia paling réndah 35 (tiga puluh lima) tahun dan paling tinggi 55
(lima puluh lima):' tahuﬁ pada saat mendaftar pertama kali;

tidak pernah rélenjadi anggota Direksi, Dewan Pengawas, ataun

. Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang

dipimpin dinyatakan pailit;

tidak pernah ditmkum karena melakukan tindak pidana yang
merugikan keuaﬁgan negara atau keuangan daerah,

tidak seddng mefljalani sanksi pidana;

bukan sebagai Aparatur Sipil Negara;

tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon kepala daerah atau
calon wakil kepala daerah, dan/atau calon anggota DPRD/Dewan
Perwakilan Rakjfat Republik Indonesia/Dewan Perwakilan Daerah
Répubh’k Indones;ié; dan

syarat lain yang diatur dalam Peraturan Bupati.

: Pasal 50
Proses pemilihari Direksi dilakukan melalui seleksi.
Seleksi sebagairilana dimaksud pada ayat (1) sekurang—kurangnya
meliputi.- tahape;n UKK yang dilakukan oleh tim atau lembaga

prdfesional sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

: Pasal 51
Calon Direksi y;':tng dinyatakan lulus seleksi wajib menandatangani

kontrak kinerja sebelum diangkat sebagai Direksi.
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(3)

(S)
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- Pengangkatan  Direksi tidak = bersamaan waktunya dengan

pengangkatan Dewan Pengawas. o
Pengangkatan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dimaksudkan .untuk  menghindari  terjadinya  kekosongan

- kepengurusan Perumda. -

Ketentuan mengenai seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 -

ayat (1) tidak beflaku bagi pengangkatan kembali Direksi yang dinilai

- mampu melaksanakan tugas dengan baik selama masa jabatanriya. :

Dalam hal Direksi diangkat kembali, Direksi wajib menandatangani
kontrak kinerja. | ' '

Penandatanganaﬁ kontrak kinerja sebagaimana dimaksud paﬁa ayat

(5) dilakukan sebélum pengangkatan kembali Direksi.

Pasal 52

Direksi diangkat untuk masa jabatan paling lama 5 (lima} tahun dan dapat

diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan kecuali:

a.

d.i.tentukan lain  sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
m_fjdangan; dan

da]al;?l hal Direksi memiliki keahlian khusus dan/atau prestasi yang
sangat béu’k, dapa{t diangkat untuk masa jabatan yang ketiga.

_ Paragraf 5
Taxiggung Jawab dan Hubungan Kerja

: Pasal 53

Direksi tidak bertanggung jawab atas kerugian Perumda apabila dapat

membuktikan bahwa: '

a. kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;

b. telah melakuk?n pengurusan dengan itikad baik dan kehati-hatian
‘untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan
Perumda; : ‘

c. tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung manpun
tidak langsurfg atas tindakan Pengurusan yang mengakibatkan
kerugian; dan ‘

d. telah mengai:nbil tindakan untuk mencegah timbui atau

berlanjutnya kerugian tersebut.
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(1)
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Atas nania Perurhda, KPM dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan

terhadap Dlreks1 yang karena kesalahan dan/atau kelala.tannya

‘menimbulkan keruglan pada Perumda

: Pasal 54 .
D1reks1 Wa_]lb mendapat persetujuan tertuhs dari Dewan Pengawas jlka

a. mengagunkan aktiva tetap untuk penarikan kredit jangka pendek;

b. mengadakan keljasama ‘dengan badan usaha atau pihak lain

berupa kerjasama lisensi, kontrak mana_;emen, menyewakan aset,

Kerja Sama Operas1 (KSO] dan kerjasama lainnya dengan nilai atau .

_]angka waktu tertentu yang ditetapkan oleh KPM;

c. menerlma pmjaman _]angka menengah atau Jangka panjang,

d. menghapuskan dari pembukuan p1utang macet dan persedxaan
barang mati; "

e. melepaskan aktiva tetap 'bergefak dengan umur ekonomis -yaﬁg

lazim berlals:ur dalam industri pada umumnya sampai dengan 5

(lima) tahun; _
1. menetapkan sﬁ'uktur orgamsam 1 (satu) tlngkat dibawah Direksi.
Dalam rangka memperoleh persetujuan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), Direksi menyampmkan permohonan secara tertulis kepada

Dewan Pengawas disertai dokumen yang dlperlukan

diterimannya permohonan dar1 Direksi, D_ewan Pengawas hams -

memberikan keputusan

Dalam hal Dt__awe_}n Pengawaé masih membutuhkén 'penjelasah atau

.penjelasan dan / atau dokumen tambahan dunaksud dari Direksi dalam "

jangka waktu sebagalmana dimaksud pada ayat (3).

Dalam waktu paling lama 30 {tiga puluh) hari sejak tanggal
diterimanya penjel_asan dan/atau dokumen tambahan dari Direksi
sebagaimana dinfléksud ;Sada ayat (4), Dewan Pengawas memberikan -

keputusan.

j_ Pasal 55 _
Direksi wajib meﬁdapat persetujuan tertulis dari KPM jika:
a. mengagunkan aktiva tetap untuk penarikan & kredit ]angka
' menengah atau jangka panjang,

b. mengikat Perumda sebaga1 penjamin (borg atau avalist);

Delam  waktu pahng lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal

doktmen tambéhan 'dan' Direksi Dewan Pengawas memmta'
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¢ mengadakan :kefjasama dengan badan usaha atau pihak lain

berupa’ ker]asama lisensi, kontrak manajemen, menyewakan aset,

Kerja Sama Opera31 [KSO), dan ke:r]asa.ma lmnnya dengan nilai atau

jangka waktu meleblhl yang ditetapkan KPM sebagajmana N

dimaksud pada ayat (1} huruf b;

d. tldak menaglh lagi pintang macet yang telah dihapusbukuken;

e. melepaskan dan menghapuska.n aktiva tetap Perumda, kecuali
“aktiva tetap bergerak dengan umur ekonorms yang lazim berlaku | |
dalam mdusf_n pada umumnya sampau dengan 5 (lima) tahun.

Untuk memperoleh persetu_]uan tertulis dari KPM sebagaimana

dlmaksud pada ayat (1), Direksi menyampalkan permohonan secara

tertulis k_epada KPM disertai dengan tanggapan tertulis dari Dewan

Pen_._gawaé dan dokumen yahg diperlukan.
Untuk memperoleh tanggapan tertulis dari Dewan Pengawas |
Sebagaimana dimaksud pada ayat (2], Direksi menyampaikan

permohonan secara tertulis kepada Dewan Pengawas disertai dokumen

yang diperlukan.

Dalam waktu palmg lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal

“diterimannya pet__fmohonan dari Direksi sebagaumana dimaksud pada y

ayat (3), Dewan Pengawas harus memberikan tanggapan tertulis.

Dalam hal Dewan Pengawas tidak memberikan tanggapan tertulis dan
tldak meminta penjelasan dan/atau dokumen tambahan dari Direksi
sebagaimana d1r§1aksud pada ayat (4), Direksi dapat menyampaikan

permochonan tertulis kepada KPM untuk memperolen persetujuan

tertulis tanpa tanggapan tertulis Dewan Pengawas disertai penjelasan

‘mengenai tidak adanya tanggapan tertulis dari Dewan Pengawas.

 Pasal 56

_Dlreks.u tldak berwenang mewakili Perumda apabﬂa

a. terjadi perkara di pengadilan antara Perumda dengan Direksi yang

bersangkutan dan [atau

b. Dn‘eksy yang bersangkutan mempunyai kepentingan yang

bertentangan dengan kepentmgan Perumda.

‘Dalam hal teijach keadaan sebagaimana dlmaksud pada ayat (1) yang

-a. Dewan Pengawas apabﬂa Direksi mempunyai benturan kepentingan

dengan Perumda, atau




(1)

(2)

(1)
2)

(3)

(4)

(5)
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b. pihak lain yang ditunjuk oleh KPM, apabila Direksi atau Dewan

Pengawas mempnnyai benturan kepentingan dengan Perumda.

Paragraf 6
Rapat

_ ; . Pasal 57 _
KPM, Dewan Eengawaé, ‘dan Direksi melakukan rapat dalam |

| pengembangan utsah'a' Perumda.

Rapat sebagalmana d1maksud pada ayat (1) terdm atas:
a. rapat tahunan
b rapat persetujuan rencana kerja anggaran Perumda; dan

c. rapat luar blasa

~ Paragraf 7
Penghasilan Direksi -

. Pasal 58
Direksi Perumda berhak menerima Penghasilan.
Penghasilan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling
banyak terdiri atas: | |
a. gaji; :
b. tunjangan; .
c. fasilitas; dan/étaﬁ
d. tantiem atau insentif 'kerja _
Besaran penghasilan Direksi sebagalmana dimaksud pada ayat (2)
ditetapkan oleh KPM _ _
Penetapan penghasﬂan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) |
dilakukan dengan memperhatikan pendapatan, aktiva, pencapaian
target, kemampuén keuangan, dan tingkat kesehatan Perumda.
K_etentuan lebih lan_]ut mengenai penghasilan Direksi diatur dalam

Peraturan Bupati.

Pasal 59
Dalam hal Perumda memperoleh keuntungan Direksi dapat dlbenkan
baglan dari jasa produk31 secara proporsional dengan berpedoman

pada ketentuan peraturan perundang—undangan




.
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Dalam hal Diljeksi diberhentikan dengan hormat, baik masa
jabatannya berakhlr atau diberhentikan sewaktu-waktu dengan

-hormat dapat dlbenkan uang jasa pengabdian.

Pasal 60
Tunjangan sebaga_lmana dlmaksud dalam Pasal 58 ayat (2) huruf b
termasuk: '_ a
a. tunjangan _per}a;watah /jaminan kesehatan termasuk istri/suami dan

anak; dan

b. tunj angan lamnya

Tun_]angan kesehatan sebagalmana dnnaksud pada ayat (1) huruf a

dﬂa_ksanakan sgsuau dengan ketentuan peraturan perundang -

_undangan yang rﬁengatur tentang sistim jaminan sosial nasional.

Paragraf 8
.. Hak Cuti Direksi

. o ~ Pasal 61
Direksi rhemperoieh hak cuti, meliputi:
cuti tahunan;'gj |
éuti besar; 3
cuti sakit;
cuti nikah;
cuti bersalln, ;
cuti karena alasan pentmg atau menunaikan Ibadah haji; dan

cuti d__11uar tanggungan Perumda.

Direksi yang menjalankan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

tetap diberikan penghasilan penuh kecuali cuti diluar tanggungan

. Perumda.

@

Pelaksanaan cuu sebagalmana dimaksud pada ayat {1), dlatur lebih -

lanjut dalam Peraturan Bupat1

Pa.ragraf 9

Pemberhentian Direksi

Pasal 62
Direksi dlberhenukan oleh KPM

Pemberhentian Direksi sebagaimana dunaksud pada ayat (1) karena:

a. meninggal dunia;



()

(3)

(1)

(2)
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b masa Jabatannya berakhlr, atau
c. d1berhent1kan sewaktu-waktu.

| Pasal 63 |
Dalam hal Direksi berhenti karena masa jabatannya berakhir
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (2) huruf b, Direksi

- tersebut wajib menyampaikan laporan tugas Pengurusan Perumda.

(2}

Dalam hal jabatan Direksi berakhir karena diberhentikan sewaktu-

waktu sebagmmana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (2} huruf c, Wajlb .

disertai dengan alasan pemberhentian.

Pemberhentlan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan

apabila berdasarkan data dan informasi yang dapat dibuktikan secara

sah, Direksi: 7 | |

a. tidak dapat melaksanakan tugas;

b. tidak melaksé.nakan ketentuan peraturan perundang-undangan
dan/atau ketentuan Anggaran Dasar Perumda;

c. terlibat dalam tindakan kecurangan yang mengakibatkan keruglan
pada Perumda, Daerah dan/atau Negara;

d. dinyatakan bersalah dengan putusan pengadilan yang telah
mempunyai kekuatan hukum tetap;

e. mengundurka}i diri;_ _

f. tidak lagi meménuhj persyaratan sebagai Direksi sesuai dengan

| ketentuan peraturan perundang-undangan;

g. tidak terpilih lagi dalam hal adanya perubahan kebijakan
Pemerintah Daerah seperti restruktunsam llkuldam akuisisi, dan
atau pembubaran Perumda; dan/atau

h. mencapai batas usia 70 (tujuh puluh)} tahun.

7 : Pasal 64
Direksi yang diberhentikan karena mengundurkan diri sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 63 ayat (3) huruf e harus mengajukan surat
permohonan penéunduran diri kepada KPM.

Surat ‘penrnohon'an peﬁgunduran diri sebagaimana dimaksud pada

~ayat (1), ditindal_{ lanjuti oleh KPM paling lama 30 (tiga puluh) hari

sejak diterima oleh KPM. :
Apabila dalam waktu 30 (tiga puluh} hari sejak diterimanya surat

permohOnén pengunduran diri sebagaimana dimaksud pada 'ajFat {1}




(1)
(2)

(3)
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(2)

@
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KPM belum menéfbitkah képuttflsan'pemberhentian,' pe_ngundurari diri

‘tersebut dianggaﬁ telah disetujui.

Paragraf 10
Pemberhentian Sementara
: - Pasal 65
Direksi yang diduga .melakukan tindakan ataun Dbersikap yang
bertentangan dengan kepentingan Perumda, Daerah atau Negara
d1berhent1kan sementara cleh KPM atas usul Dewan Pengawas.
Pemberhentian sementara _sebagalmana ~dimaksud pada ayat (1),
ditetapkan oleh KPM disertai dengan alasan dan diberitahukan kepada
yang bersan gkutan
Pahng lama 1 (Satu] bulan seya.k pemberhentian sementara sebagalmana
dimaksud pada ayat (1), Dewan Pengawas melakukan sidang yang
dihadiri oleh . Direksi untuk memutuskan yang bersangkutan
diberhentikan atau direhabilitasi.
Dewan Pengawas? melaporkan kepada KPM hasil sidang sebagaimana

dimaksud pada éyat (3), :'sebagai bahan KPM untuk menetapkan

- pemberhentian atau merehabilitasi.

Paragraf 11
- Pelaksana Tugas

_ 3_ ~ Pasal 66
Dalam hal terjadi kekosongan jabatan Direksi, pelaksanaan tugas
pengurusan Perurﬁda dilaksanakan oleh Dewan Pengawas.
Dewan Pengawas ﬁapat menunjuk pejabat dari internal Perumda untuk

membantu pelaksanaan tugas Direksi sampai dengan pengangkatan

Direksi definitif paling lama 6 (enam) bulan.

Dalam hal terjadi; kekoéongan jabatan Dewan Pengawas, pelaksanaan

tugas pengawasan Perumda dilaksanakan oleh KPM.

Dalam hal terjadi kekosongan jabatan Direksi dan Dewan Pengawas,

pengurusan dan pengawasan Perumda dilaksanakan oleh KPM.
KPM dapat menui_ljuk pejabat dari internal Perumda untuk membantu
pelaksanaan tugaé. pengurusan Perumda sampai dengan pengangkatan

Direksi atau Dewan Pengawas definitif paling lama 6 (enam) bulan.
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BAB IX
SELEKSI

. Pasal 67
Dalam rangka fnelakukan seleksi terhadap calon Dewan Pengawas
atau calon Direksi, dibentuk Panitia Seleksi yang ditetapkan dengan

Keputusan Bupat1

Panitia seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah gahjil

dan paling sedikit beranggotakan
a. perangkat daerah dan

b. unsur mdependen dan /atau perguruan tinggi.

Panitia seleksi sgbagajmaria dimaksud pada ayat (1) bertugas:

a. menentukan 'jadwaliwaktu pelaksanaan seleksi;
b. melakukan pjenjaringan bakal calon Dewan Pengawas atau bakal

" calon Direksi;

. C. 'membentuk tun atau menunjuk lembaga professional untuk

melakukan UKK

. menentukan formulas1 penilaian UKK;

- menetapkan hasﬂ penilaian;

' ménetapkan éalon Dewan Pengawas atau calon Direksi; dan

. _me'nindaklanj'uti calon Dewan Pengawas terpilih atau calon Direksi
| terpilih untﬁk diproses lebih lanjut sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang~undangan dan/atau kebijakan Pemerintah.

Penunjukan lembaga ‘profesional oleh Panitia Seleksi sebagaimana

dimaksud pada} ayat (3) huruf ¢ harus mempertimbangkan
kemampuan keuangan Daerah, ketersediaan lembaga professional dan

sumber daya manusia.

Proses penunjukan lembaga profesional sebagaimana dimaksud pada

ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang —

- undangan.

: Pasal 68
Dalam melakukan seleksi, panitia seleksi melakukan penjaringan
bakal calon Dewan Pengawas atau penjaringan bakal calon Direksi.
Penjaringan bakal calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan dengan cara dibuka pendaftaran yang didahului
pengumuman siecara terbuka melalui media massa lokal/nasional

dan/atau elektrc}nik.
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Pasal 69
(1) Sesuai hasil seleksi, Bupati menetapkan calon Dewan Pengawas
terpilih atau calon Direksi terpilih.
(2) Bupati menyerahkan calon Dewan Pengawas terpilih atau calon Direksi
terpilih kepada KPM untuk ditetapkan. '

Pasal 70
Biaya penyelenggaraén seleksi calon Dewan Pengawas atau calon Direksi
dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau
Perumda. ' |

Pasal 71
Tata cara pelaksanaén seleksi calon Dewan Pengawas atau calon Direksi

diatur lebih lanjut dehgan Peraturan Bupati.

BAB X
SATUAN. PENGAWAS INTERN DAN KOMITE AUDIT

Bagian Kesatu

Satuan Pengawas Intem

: Pasal 72
(1) Perumda membentuk satuan pengawas intern.
(2) Satuan pengawas intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin
oleh seorang keﬁala yang bertanggung jawab kepada Direksi.
(3) Pengangkatan kc}pala satuan pengawas intern sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) ﬁilakukan setelah mendapatkan pertimbangan dari

Dewan Pengawas.

| Pasal 73

Satuan pengawas intérn bertugas:

a. membantu Direksi dalam melaksanakan pemeriksaan operasional dan
keuangan Perumda, menilai pengendalian, pengelolaan, dan
pelaksanaannya;pada Perumda dan memberikan saran perbaikan;

b. memberikan kéterangan tentang hasil pemeriksaan atau thasil
pelaksaaan tugas satuan pengawas intern sebagaimana dimaksud
'.pada huruf a kepada Direksi; dan

c. memonitor tmdak lanjut atas hasil pemeriksaan yang telah dilaporkan.




(1)

{2)

(3)
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Pasal 74
Satuan pengawas intern memberikan laporan atas hasil pelaksanaan
tugas kepada Dij’reksi dengan tembusan kepada Dewan Pengawas.
Direksi wajib memperhatikan dan segera mengambil langkah yang
diperlukan ataé segala sesuatu yang dikemukakan dalam setiap
laporan hasil perﬁ_neriksaan yang dibuat oleh satuan pengawas intern.
Satuan pengawas intern dapat memberikan keterangan secara
langsung kepa&ia Dewan Pengawas atas laporan sebagaimana
dimaksud pada éyat (1). |

Pasal 75

Dalam melaksanakaﬁ tugasnya, satuan pengawas intern wajib menjaga

kelancaran tugas satuan organisasi lainnya dalam Perumda sesuai dengan

tugas dan tanggung jgwabnya masing-masing.

(1)

Bagian Kedua

Komite Audit dan Komite Lainnya

_ Pasal 76
Dewan Pengawés membentuk Komite Audit yang bekerja secara
kolektif dan berfungsi membantu Dewan Pengawas dalam
melaksanakan tugas pengawasan.
Komite Audit se]:;agaimana dimaksud pada ayat (1) dalam pelaksanaan
tugasnya dapaf berkoordinasi dengan Satuan Pengawas Intern
Perumda.
Salinan hasil audit oleh Komite Audit wajib disampaikan kepada
DPRD.

Pasal 77

Komite Audit mempunyai tugas:

a.

membantu Dewan Pengawas dalam memastikan efektivitas sistim
pengendalian intern dan efektivitas pelaksanaan tugas eksternal
auditor; i

menilai pelaksaﬁaan kégiatan serta hasil audit yang dilaksanakan oleh
satuan pengawas intern maupun auditor eksternal;

memberikan rékomendasi mengenai  peuyempurnaan sistim
pengendalian manajemen serta pelaksanaannya;

memastikan telah terdapat prosedur review yang memuaskan terhadap

segala informasi yang dikeluarkan oleh Perumda;



-33-

e. melakukan idefltiﬁkasi terhadap hal yang memerlukan perhatian

Dewan Pengawais.; dan

f.  melaksanakan tugas lain yang terkait dengan pengawasan yang

diberikan oleh D?ewan Pengawas.

_ : _ Pasal 78
(1) Dalam hal keuéhgén Perumda tidak' mampu membiayai pelaksanaan
tugas komite .';mdit atau komite lainnya, Perumda tidak dapat
membentuk komite audit atau komite lainnya.
(2) Dalam hal tidak dibentuk komite audit atau komite lainnya dengan
pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1}, fungsi komite
audit atau korfnite léinnya dilaksanakan oleh satuan pengawas

internal.

Pasal 79
Ketentuan mengeﬁ_ai satuan pengawas intern, komite audit,
dan komite lainnyaé dilaksanakan sesuai ketentuan yang diatur dalam

Peraturan Menteri.

BAB XI
PEGAWAI PERUMDA

Bagian Kesatu

Pengangkatan Pegawai

. Pasal 80

(1) Pegawai Perurilda merﬁpakan pekerja yang pengangkatan,
pemberhentian, = kedudukan, hak, dan kewajibannya ditetapkan
berdasarkan perjanjian kerja sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang—undaf‘ngan vang mengatur mengenai ketenagakerjaan.

(2) Pengangkatan Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat {1}
berdasarkan persetujuan Dewan Péngawas dan KPM.

(3) Dalam hal Pegawai Perumda diangkat menjadi Direksi, maka yang
bersangkutan pensiun sebagai Pegawai Perumda dengan pangkat
ﬁertinggi dalam ﬁemmda terhitung sejak diangkat menjadi Direksi,

(4) Bagi Pegawai Pérumda' tidak berlaku segala ketentuan kepegawaian

dan eselonisasi jabatan yang berlaku bagi Aparatur Sipil Negara.

Pasal 81



(4)

(5)

(1)
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Pengangkatan ?egawai dilakukan setelah melalui masa percobaan
selama 3 {tiga) bulan dengan ketentuan memenuhi Daftar Penilaian

Kerja setiap unsur paling sedikit bernilai baik.

Masa percobaax@ sebagaimana dimaksud pada ayat (1} dilaksanakan

setelah pegawai julus seleksi.
Selama masa percobaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dilakukan penilaian meliputi: |

a. loyalitas;

&

kecakapan;
kesehatan;
kerjasama;
kerajinan;

prestasi kedg; dan

R ™ oA O

kejujuran.

Apabila pada akhlr masa percobaan calon pegawai tidak memenuhi
persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diberhentikan
tanpa mendapatéuang pesangon.

Ketentuan lebiﬁ lanjut mengenai tata cara pengangkatan pegawai
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan dengan Peraturan
Bupati. |

Pasal 82
Direksi dapat rhengangkat tenaga kontrak dengan perjanjian kerja
dalam waktu terﬁentu.
Pengangkatan ténaga kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
berdasarkan persetujuan Dewan Pengawas.
Tenaga kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak
diperbolehkan menduduki jabatan.

Bagian Kedua

Syarat Pegawai

Pasal 83
Pegawai Perumdé harus memenuhi persyaratan:
a. warga negara:republik indonesia,
b. berkelakuan baik dan belum pernah dihukum,

c. mempunyai pendidikan, kecakapan dan keahlian yang diperlukan;




Set1ap Pegawal Wa_}lb

a.
b..

Pegawai Perumda dilérang |

a,
b.

(1)

(2)

(3)

. mencemarkan nama baik Perumda; dan/atau

Pegawai Perumda memperoleh penghasilan yang adil dan layak sesuai

_'dengan beban peker;}aan, tanggung jawab, dan kmer_]a
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d dmyatakan sehat oleh rumah sakit umum - yang dltunjuk oleh

~Direksi; Do ' '
‘e. berusia maksnnal 35 (tlga puluh lima) tahun saat dlangkat dan I
£ Tulus selek31 '

- Bagian Ketiga

- Kewajiban Pegawai

Pasal 84

mendahulukan kepentmgan Perumda di atas kepentmgan lamnya, dan

mematuhi dan menaau semua ketentuan yang mengatur kewajiban

dan larangan Pegawai Perumda.

Bagian Keempat
Larangan Pegawai

Pasal 85

menjadi Pengurus Partal Politik;

melakukan kegiatan yang merugikan Perumda, Daerah dan/ atau
Negara,
menggunakan kedudukannya untuk memberikan keuntungan bag1 d1r1

sendiri dan / atau orang lain yang merugikan Perumda; e |

melanggar keten_tuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima

- ?ehghasi]an Pegawai

Pasal 86

Direksi menetapkan penghasilan Pegawai Perumda sesuai dengan

- Rencara Kerja dain Anggaran Perumda.

Penghasilan Pegawm Perumda sebagalmana dlmaksud pada ayat (1) i
dan ayat (2) palmg banyak terdiri atas: |
a. gaiji;

b. tunjangan;
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¢ fasilitas; dan/atau |

d. jasa produksi: atau insentif pekerjaan.

: . Pasal 87 | |
Penghasﬁan pegawal bersumber - dari gajl sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 86;:= ayat (3) huruf a, dapat disusun berdasarkan skala
dengan'mengac'ﬁ pada' prinsip-prinsip skala gaji Aparatur Sipil Negara

yang d1selaraskan dengan Jabatan dan jenjang kepangkatan pada

_ Perurnda

Ketentuan lebihi lanjut atas skala gaji sebagaimana dimaksud pada |

'ayat (1) diatur déngan Peraturan Bupati.

: _ Pasal 88
Pegawa_l yang memlhkl 1‘11181 rata-rata baik, dalam daftar pemla;an kerja
pegawai dlbenkan kenalkan gaji berkala.
Apabila  yang: bersangkutan belum ' memenuhl persyaratan

_sébagaimana diﬁaksud pada ayat (1), kenaikan gaji berkala ditunda

paling lama 2 (dfla) tahun.

_ | | Pasal 89
Penghasilan peéawai :yang bersumber dari tunjangan sebagaimana
dlmaksud dalam Pasal 86 ayat (3} huruf b diantaranya dapat berupa
tunjangan Pangan ‘
Dalam hal Perumda memperoleh keuntungan pegawai Perumda dapat
dlbenkan bonus. sebagal bagian dari jasa produksi. |

" ' "~ Bagian Keenam

;Tun_l angan Keluarga

: Pasal 90
Pegawai yang beiistﬂ /bersuami diberikan tunjangan istri/suami.

Tunjangan istri[ suami sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling

‘tinggi 10% (sepuluh pe;r_seratus) dari gaji pokok.

Pegawai yang mempunyai anak berumur kurang dari 21 (dua puluh
satu} tahun dan belum mempunyai penghasilan sendiri dan belum
atau tidak méﬁikah diberikan tunjangan anak sebesar 5% (lima

‘perseratus) dari gaji pokok untuk setiap anak.

Tunjangan anak sebagaimana dimaksud  pada ayat (2} dapat

‘diperpanjang saxi_hpai umur 25 (dua puluh lima) tahun, dalam hal anak
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mas1h bersekolah / kullah yang dlbuktlkan dengan surat keterangan
dari sekolah/ perguruan tinggi.
(5} Tunjangan anak; sebagaimana dimaksud pada ayat (2} diberikan paling
banyak untuk 2 (dua) orarig anak. ' '

Bagian Ketujuh |

Jaminan Sosial Pegawai

o * Pasal 91
(1) Selain penghasﬂa.n sebaga;mana dimaksud da]am Pasal 86 pegawal
Perumda berhak memperoleh j Jamman sosial berupa :
jaminan kesehatan
Jjaminan kece_lakaan kerja;
jaminan hari itua;

jaminan pensiun; dan

it 93-

jaminan kematlan _
(2} Jamman kesehatan sebagalmana dimaksud pada ayat (1) huruf a |
| diberikan kepada pegawai beserta keluarganya yang menjadi
tanggungan. : |

(3) Jaminan kecelal;aml kerja sebagaimané dimaksud pada ayat (1) huruf |
b, diberikan kepada Pegawai Perumda. : |

(4) Jaminan hari - tua, jaminan pensiun, dan jaminan kematian,
: s’ebagaimané 'diinaksud péda ‘ayat (i) dilaksanakan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang~undangan yang mengatur tentang
sistim jaminan sosial nasional.

(5} Selain penghasﬂan, Pegawai Perumda berhak memperoleh peningkatan
.kompetenSI melalul program pemngkatan kapasitas sumber daya

‘manusia yang dllaksanakan oleh Perumda;

Bagian Kedelapan |
- Hak Cuti Pegawai

o Pasal 92
(1) _. _ Pegawai rrtempe_ifoleh hak _cUti meliputi: -
a. .cuti tahunang '
b. cuti besar; |
c. cuti dakit;
"d. cuti nikah;
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e. cuti bersalin;i;. _

f. cuti menunaikan ibadah haji; dan

g, cut1 dﬂuar tanggungan Perumda.

Ketentuan mengena1 cuti sebagaunana dlmaksud pada ayat {1) dlatur

sesuai dengan kgitentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kesembilan

Penghargaan dan Tanda Jasa

) | ~ Pasal 93 _ _
Diréksi 'membe'rrikan penghargaan kepada Pegawai yang mempunyai
masa kerja. secara terus menerus selama 10 tahun, 20 tahun, dan 30
tahun yang besarnya disesuaikan dengan kemampuan Perumda.

Direksi : membenkan- tanda - jasa Lkepada Pegawai yang telah

menunjukan préstasi luar biasa dalam pengembangan Perumda.

Pemberién penghargaan dan tanda jasa kepada Pegawai sebagaimana
dlmaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dltetapkan dengan Keputusan
D1reks1 ' :

| Bagian Kesepuluh

- Sanksi, Pemberhentian dan Batas Pensiun

Pasal 94
Pegawai clapat d1kenakan ‘hukuman.

_Jems hukuman sebagalmana dimaksud pada ayat {1), meliputi:

a. teguran 11san, _

teguran tertuhé;

penundaan kénaikan gaji berkala;

: penundaan kénaikan pangkat;

penurﬁnan pangkat;

pembebasan j‘abatan;

pemberhentisfn sementara;

. pembe;hentiéﬁ dengan hormat; dan/atau

1. pemberhenﬁa:h dengaﬁ tidak hormat.

Pelaksanaan peﬁjatuhan hukuman sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) dtetapkan deﬁgan Keputusan Direksi. '
Ketentuan mengenai penjatuhan hukuman sebagaimana dimaksud

pada ayat (2) dia_i:ur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
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_ _ § Pasal 95 -

Pegawai -Perunida 'yang diberhentikan sementara sebagaimana
dimaksud dalarn Pasal 94 ayat (2) huruf g, mulai bulan berikutnya
diberikan penghasﬂan 50% (llma puluh perseratus) dari gaji.

Dalam hal pegawa1 yang diberhentikan sementara sebagaimana
dimaksud pada_ ayat: (1), tidak terbukti bersalah, pegawai yang

- bersangkutan harus d_ipekerjs_.kan kembali dalam jabatan yang sama

dan berhak menéerima sisa pehghasﬂan yang belum diterima.

Dalam hal pegawai yang diberheritikan sementara sebagaimana
dimaksud pada . ayat (1) terbukti bersalah Direksi memberhentikan
dengan tidak hormat

. Pasal 96

Pegawai diberhehtikanf dengan hormat sebagaimana dirmmaksud dalam
Pasal 94 ayat (2) ‘huruf h, karena: |
a. meninggal dunia; |
b. permintaan séndiri;?
c. tidak dapat melaksanakan tugas;
d. sakit karena penyaklt akut yang dibuktikan dengan surat

keterangan dokter;
é. setelah mencapai uSia pensiun; dan/atau
f. reorganisasi. ' |
Pegawai yang dibérhentikan dengan hormat sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) d1ber1kan pesangon yang besarnya dltetapkan dengan
keputusan Direksi.

Pasal 97

: Pegax{r'ai diberhentikan dengan tidak hormat sebagaimana dimaksud dalam

~ Pasal 94 ayat (2) huruf i, karena:

- a.

b.

()

melanggar sumpah karyawan dan/atau sumpah Jabatar;
dihukum berdasarkan putusan pengadilan dalam perkara pidana yang
telah memperoleh kekuatan hukum tetap;dan/atau

merugikan keuangan Perumda.

Pasal 98

Pegawal yang memasukl masa pensiun dapat diberikan kenaikan
Pangkat pengabdlan setingkat lebih tinggi dari pangkatnya dengan
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ketentuan pahng sed1k1t telah 2 (dua] tahun dalam kepangkatan

terakhir. : . _
Batas pensmn Pegawal, sebagaimana dlmaksud pada ayat (1), apabila

telah berusia 60 (enam puluh)

BAB XII
TARIF DAN PELANGGAN

Bagian Kesatu

Ketentuan Tarif

Pasal ¢9

Tarif batas atas dan tanf batas bawah Perumda mengacu pada Penetapan

Gubernur.

.

(2)

@)

S
(2)

Q)

@)

(5)

Pasal 100 _
PenyusUnah dan;penetapén struktur tarif air mirmum berpedoman pada
peraturan perundang—undangan |
Ketentuan struktur tarif sebaga.lmana dnnaksud pada ayat (1), dapat
dilakukan setelah dilaksanakan pengkajian dari berbagai aspek.
Apabila terjadi peru_bahan kompenen biaya, dapat dilakukan
peninjauan Kkembali terﬁadap penetapan tarif yang berlaku.

Pasal 101
Tarif Air Minum diusulkan oleh Direksi kepada KPM.
Sebelum diusulk?an kepada KPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1), . |
terlebih _dahulu idibahas bersama dan dipertimbangkan cleh Dewan
Pengawas. - -
Berdasarkan usiﬂan Direksi dan pertimbangan Dewan Pengawas .
sebagaimana dirﬁaksud pada ayat (1) dan ayat (2}, KPM mengajukan
perniohonan peréetujuan besarnya tarif Air Minum Perumda kepada
DPRD. | ; |
Setelah mendapat persetujuan DPRD tanf air minum sebagalmana
dimaksud pada ayat (3) dltetapkan dengan keputusan Bupati.
Persetujuan DPRD sebagalmana dimaksud pada ayat {4} ditetapkan
pallng lambat 14 (empat belas) hari sejak dlterlmanya usulan tarif Air
Minum dari KPM | |
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Apablla sampai batas waktu sebagalmana dimaksud pada ayat [5)
DPRD tidak memberikan persetujuan, tarif Air Minum dltetapkan

dengan besaran sesua1 usulan KPM.

Bagian Kedua

Pelanggan Perumda

‘ . Pasal 102
Pelanggan Perumda dikelompokkan :

a. kelompok I;
b. kelompok II;

c. kelompok III; t}lan
d, kelompok khu_s_us.

Kelompok [ Sebagaimaha dimaksud pada ayat (1) huruf a menampung

" Jenis Pelanggain yé.ng paling sedikit meliputi masyarakat
“berpenghasilan xfendah dan untuk kepentingan pendidikan dan sosial

_dengan membayar Tarif Rendah.

Kelompok II sebagaimana dimaksud pada ayat (1} huruf b menampung

“Jenis Pelanggan;rumah tangga yang menggunakan Air Minum untuk

memenuhi standar kebutuhan pokok air minum sehari-hari dengan

.: membayar Tarif Dasar.
- Ketentuan membayar Tarif Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
“dikecualikan bag1 pelanggan rumah tangga yang menggunakan Air

Minum di atas kf_:butuhan dasar.

Pelanggan rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (4)

-diberlakukan pembayaran Tarif Penuh.

Kelompok II1 sebégaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ¢ menampung

‘Jenis Pelanggan yang menggunakan kebutuhan Air Minum untuk

mendukung kegiatan perekonomian dengan membayar Tarif Penuh.
Kelompok khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d

menampung _]ems pelanggan yang mendukung kebutuhan pokok

“dan/atau pequonomzan yang wmembayar Tarif berdasarkan

'kesepz-akatan yang dituangkan dalam perjanjian.

Kelompok kKhusus' sebagaimana dimaksud pada ayat {7) merupakan

pelanggan yang akan mendistribusikan Air Minum kepada pihak lain.

Pasal 103

Kelompok khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 terdiri atas:
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‘a. non komcrsialz; dan -

._ b. komersial. | _

':Tarif bagi k_elon;pok khusus non komersial sebagaimana dimaksud
.'pada ayat (1) huruf a diberlakukan paling rendah sama dengan Tarlf
Dasar. R '

- Dalam hal kelorflpok khusus non komersial sebagaimana dimaksud

pada ayat {(2) meirupakan BUMD, diberlakukan tarif berdasarkan tarif

~ kesepakatan yanig telah dituangkan dalam perjanjian kerja sama.
- (4) Tarif bagi kelompok khusus komersial sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) huruf b (iiberlakukan paling rendah sama dengan tarif penuh.

~ BABXIII
PENGGUNAAN LABA

Bagian Kesatu
Umum
Pasal 104

Penggunaan laba{ Perumda digunakan untuk:

a. pemenuhan dana cadangan;

b. peningkatan kuantitas, kualitas, dan kontinuitas pelayanan umum,
pelayanan dasar, dan usaha perintisan Perumda;

deviden yang inenjadi hak Daerah;

. tantiem untuk Dewan f’engawas dan Direksi;

bonus untuk inegawaj; dan/atau

Mmoo o0

penggunaan ;laba lainnya sesuai dengan Lketentuan peraturan
perundang—ur;dangan.

Penggunaan laﬁa Perumda sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dicantumkan dalam ketentuan Anggaran Dasar.

KPM memprioritéskan péﬁggunaaan laba Perumda untuk peningkatan
kuantitas, kualijtas, dan kontinuitas pelayanan umum, pelayanan
dasar, dan usahé perintisan Perumda setelah dana cadangan dipenuhi.

Besaran penggufxaan laba Perumda ditetapkan setiap tahun oleh KPM.

7 Pasal 105
-Perumda wajib menyisihkan jumlah tertentu dari laba bersih setiap

tahun buku unt@k dana cadangan.
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Penyisihan laba l_bersih sebagaimaina dimaksud pada ayat (1) wajib
dilakukan sampai dengan dana cadangan mencapai paling sedikit 20
% (dua pulun perseratus) dan modal Perumda.

Kewajiban penyisihan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada

“ayat (2} berlaku aipabila Perumda mempunyai saldo laba yang positif.

Dana cadangan sampai dengan jumlah 20% (dua puluh persen) dari

modal Pérumda:hanya dapat digunakan ‘untuk menutup kerugian

" Perumda. : _
Apabila. dana c:adangan telah melebihi jumlah 20% (dua puluh

perseratus), KPM dapat memutuskan agar kelebihan dari dana

cadangan tersebut digunakan untuk keperluan Perumda.

‘Direksi harus rnéngelolé dana cadangan agar'dana' éadangan tersebut

memperoleh laba dengan cara yang baik dengan memperhatikan

ketentuan peratuiran pérundang-undangan._ _
Laba yahg diperbleh dari pengelolaan dana cadangan dimasukan

dalam perhitungan laba rugi.

Pasal 106

Deviden Perumda yang nienjadi hak Daerah merupakan penerimaan

Y

Daerah setelah disahkan ole_h KPM.

Pasal 107

Tantiem untuk jDewari Pengawas dan Direksi, serta bonus untuk

pegawai paling ﬁing’gi 5% (lima perseratus) dari laba bersih setelah

~dikurangi untuk dana cadangan.

Pemberian tantie:m dan bonus yang dikaitkan dengan kinerja Perumda

' dianggarkan dan'diperhitungkan sebagai biaya.

Pasal 108

Jika 'perhitungan labé rugi pada suatu tahun buku menunjukkan adanya

kerugian_' yang tidak dapat ditutup dengan dana cadangan, kerugian

tersebut tetap dicatat dalam pembukuan Perumda dan dianggap tidak

mendapat laba selamia kerugian yang tercatat tersebut belum seluruhnya

tertutup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

_ Bagian Kedua
Pengghnaa_n Laba Perumda Untuk Tanggung Jawab Sosial
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Pasal 109

Penggunaan labag untuk tanggung jawab sosial di prioritaskan untuk

keperluan pembinaan usaha mikro, usaha kecil, dan koperasi.

Selain tanggung:jawab sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

Perumda dapat ;memanfaatkan penggunaan laba untuk pelestarian |

sumber bahan baku. _
Penggunaan laba Perumda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan

ayat (2), apabila Perumda dalam keadaan surplus.

_, BAB XIV
PERENCANAAN, OPERASIONAL, DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu

Rencéna Bisnis dan Rencana Kerja Anggaran

_ Pasal 110

Direksi wajib ményiapkan rencana bisnis yang hendak dicapai dalam
jangka waktu 5 (iima) tahun.
Rencana bisnis ‘sebagaimana dimaksud pada ayat {1) paling sedikit
memuat: 7 '
a. evaluasi hasil%rencana bisnis sebelumnya;
b. kondisi Perurr;da saat irﬁ;
¢c. asumsi yang dipakai dalam penyusunan rencana bisnis; dan
d. penetapan visi, misi, sasaran, strategi, kebijakan, dan program

kerja.
Direksi menyampaikan rancangan rencana bisnis kepada Dewan
Pengawas untukfditandatangani bersama.
Rencana bisnis jrang telah ditandatangani bersama Dewan Pengawas
disampaikan keﬁada KPM untuk mendapatkan pengesahan.
Rencana bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan dasar
perjanjian kontrék kinerja.
Rencana bisnis %sebagaimé.na dimaksud pada ayat (4} disampaikan
kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam

negeri.

Pasal 111
Direksi "wajib menyiapkan rencana kerja dan anggaran yang

merupakan penjabaran tahunan dari rencana bisnis.
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Rencana kelja dan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat o

'pahng sedikit memuat rencana rinci program kerja dan anggaran

tahunan

'Direksi menyampaikan rencana kerja dan anggaran kepada Dewan |

PengaWas paliﬁg laxhbat pada akhir bulan November untuk
ditandatangani bersama. '

Rencana kerja dan anggaran yang telah dltandatangam bersama
_Dewan-___ Pengawas disampaikan  kepada KPM untuk mendapatkan

pengesahan.

"Bagian Kedua

- Operasional

: . Paragraf 1
: Standar Operasional Prosedur

: Pasal 112
Operasional Perumda dllaksanakan berdasarkan Standar Operasmnal
Prosedur. :
Standar Operasibna_l Pfosedur sebagaimana dimaksud bada ayat (1)
disusun oleh Direksi dén disetujui oleh Dewan Pengawas. -
Standar Operasidnal Prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dan ayat (2):= harﬁs _ memenuhi ~ unsur perbaikan secara

_berkesmambungan

Standar Operasmnal Prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
paling sedikit memuat aspek. '
a. organ; |

. organisasi dan kepegawaian;

. keuangan;

a

b

c :

d. pelayanan pelénggan; -;

e. resiko bisnis; |

f. - pengadaan bafang dan jasa;
g. pengelolaan bétrang;

h, pemasaran; dan

i pengawasan. |

Standa.r Operaswnal Prosedur sebagalmana d1maksud pada ayat (4)
harus sudah dlpe_znuhl paling lambat 1 (satu) tahun sejak diundangkan

Pératuran Daerah,

i .
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(6) Standar Operasi;)nal Prosedur sebagéimana' dimaksud pada ayat'{4) =

disampaikan kelz;ada KPM.

Paragraf 2
Tata Kelola Perusahaan Yang Baik

Pasal 113

(1) _Peﬁgurus_an Perumda dilaksanakan sesuai dengan Tata Kelola
Perusahaan Yang Baik.
(2) Tata Kelola Perusahaan Yang Baik sebagalmana dimaksud pada ayat

(1) terdiri atas pr1n31p

a.
b
_C.
o

e.

transparans_x, :
akuntabilitas;
'pertanggungjéwaban; _
kemaﬁdirian; dan -

kewaj aran.

(3) Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Balk sebagaimana dlmaksud

pada ayat (2) ber_tu_]uan untuk:

a.

b.

mencapai tuju'én Perumda;
mengoptlmalkan nilai Perumda agar perusahaan memiliki daya -

saing yang kuat, baik secara nasional maupun internasional;

. mendorong pengelolaan Perumda secara profesional, efisien, dan

efektlf serta memberdayakan fungsi dan meningkatkan kemandirian
organ Perumda, _ _ |
mendorong agar organ Perumda dalam membuat keputusan dan

menjalankan tindakan dilandasi nilai moral yang tinggi dan

-'kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, serta

kesadaran tanggung jawab sosial Perumda terhadap pemangku
kepentingan maupun kelestarian lingkungan di sekitar Perumda;

. meningkatkan kontribusi Perumda dalam perekonomian nasional;

dan

meningkatkan iklim usaha yang kondusif bagi perkembangan

investasi nasional.

(4) Tata Kelola Peru%ahaan Yang Baik sebagaimana dimaksud pada ayat

(2) dan ayat (3) ditetapkan oleh Direksi.

{5) Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik dilakukan paling lambat

2 (dua) tahun setelah Perumda didirikan.
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~Paragraf 3 .

Pengadaan Barang dan Jasa

» - Pasalll4 |
Pengadaan barahg dan jasa Perumda dilaksanakan memperhatikan

prinsip efisiensi dan transparansi.

Ketentuan mengenal pengadaan barang dan jasa Perumda

sebagaimana dl_maksud pada ayat (1) mengacu pada peraturan

perundang-undangan yang berlaku.

Paragraf 4

Kerja Sama

Pasal 115

Perumda dapat melakukan kerja sama dengan pihak lain.
Kerja sama sebagalmana dimaksud pada ayat (1) harus saling
mengunmngkan? dan melindungi kepentingan Pemerintah Daerah,
masyarakat 1uas dan plhak yang hekerja sama.
Pelaksanaan kezja sama Perumda dengan pihak lain merupakan
kewenangan Direksi sesuai dengan mekanisme internal perusahaan.
Dalam hal_kerja:sama berupa pendayagunaan aset tetap yang dimiliki
Perumda ; kerja gsama dimaksud dilakukan melalui kerja sama operasi.
Kerja sama dené’an plhak Jain berupa pendayagunaan ekuitas berlaku
ketentuan: ' |
a. disetujui oleh KPM;
b. laporan keuapgan Perumda 3 (tiga) tahun terakhir dalam keadaan

sehat; | |

c. tidak boleh ;melakukan penyertaan modal berupa tanah dari

Perumda yang berasal dari modal Daerah; dan
d. memiliki bidang usaha utama.

Perumda memprioritaskan kerja sama dengan BUMD milik Pemerintah

Daerah lain dalam rangka mendukung kerja sama daerah.
Pemeririt_ah Daerah dapat memberikan penugasan kepada Perumda

untuk melaksanjékan kerja sama.

Paragraf 5

Asosiasi

Pasal 116
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Perumda dapat men_]adl anggota Persatuan Perusahaan Air Minum

Peru_mda dapa’_ci memanfaatkan Persatuan Perusahaan Air Minum

‘Seluruh Indonesia sebagai asosiasi yang menjembatani kegiatan kerja
'_s_ama antar Perusahaan di dalam dan/atau luar negeri dan

‘herkoordinasi dengan instarisi terkait di pusat dan/atan Daerah.

Bagian Ketiga

Pelaporan

Paragraf 1
Laporan Dewan Pengawas
- Pasal 117

Laporan Dewan ?_Pengawas terdiri dari laporan triwulan dan laporan

tahunan.

Laporan triwular_i dan laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) paling sedikit terdiri dari laporan pengawasan yang
disampaikan kepada KPM.

Laporan trlwulan sebagalmana dimaksud pada ayat (2} disampaikan

paling lambat 30 (tlga puluh) hari kerja setelah akhir triwulan

‘berkenaan. -

Laporan tahunaﬁ sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan
paling  lambat 90 (sembﬂan puluh} hari kerja setelah tahun buku
Perumda ditutup.

Laporan tahunan sebagaimana dimaksud patda ayat (4) disahkan oleh
KPM. | |
Dalam hal Dewah Pengawas tidak menandatangani laporan tahunan
sebagalmana dlmaksud pada ayat (4) harus disebutkan alasannya

secara tertuhs

Paragraf 2
Laporan Direksi

' | Pasal 118
Laporan Direksi}‘ Perumda terdiri dari laporan bulanan, laporan
triwulan dan Iapdran tahunan. |

Laporan bulanan dan Iaporan triwulan sebagaimana dimaksud pada

" ayat (1) terdiri atas laporan kegiatan operasional dan Iaporan keuangan

yang dlsampa;kan kepada Dewan Pengawas.
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Laporan tahunaii sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas
laporan keuangaén yang telah di audit dan laporan manajemen yang
ditandatangani oléh Direksi beserta Dewan Pengawas.

Laporan triw.ular:l'dan laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) dan ayat;(S] disampaikan kepada KPM.

Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4} disahkan oleh

- KPM paling lambat dalam waktu 30 (tiga puluh} hari kerja setelah

diterima. 7

Direksi mempubiikasikan laporan tahunan kepada masyarakat paling
lambat 15 (lima Belas) hari kerja setelah laporan tahunan sebagaimana
dimaksud pada ayat (5) disahkan oleh KPM.

Dalam hal Direksi tidak menandatangani laporan tahunan
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus disampaikan alasannya
secara tertulis. "

Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan
kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam

negeri.

Paragraf 3
Laporan Tahunan

: Pasal 119

Laporan tahunan bagi Perumda paling sedikit memuat:

a. laporan Keuaﬁgan;

b. laporan mengénai kegiatan Perumda;

c. laporan pelakéanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan;

d. rincian masfalah yang timbul selama tahun buku yang
mempengamﬁi kegiatan usaha Perumda;

e. laporan mengenai tugas pengawasan yang telah dilaksanakan oleh
Dewan Penga{?vas selama tahun buku yang baru lampau;

f. nama Direksi dan Dewan Pengawas; dan

g. penghasilan Dewan Pengawas dan Direksi untuk tahun yang baru
lampau. '

Laporan keuangén sebagaimana dimaksud pada ayat {1) huruf a paling

sedikit memuat: |

a. neraca akhir _jtahun buku yang baru lampau dalam perbandingan
dengan tahun buku sebelumnya;

b. laporan laba rugl dari tahun buku yang bersanglcutari;




(1)

(2)

- (3) Evaluasi sebagalmana dimaksud pada ayat (2) dllakukan oleh:

(4)

(1)
(2)

(3

“@

(1)
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¢. laporan arus kas;

‘d. laporan perubahan ekuitas; dan -

_e. catatan atas laporanfkeuangan.

: - BAB XV
EVALUASI DAN RESTRUKTURISASI

* Bagian Kesatu
Evaluasi

Pasal 120

_Evaluasi Perum(ia dilakukan dengan cara membandingkan antara

target dan realisasi.
Evaluasi Perumda sebaga1mana dimaksud pada ayat (1) dllakukan-_

sekurang—kurangnya 1 (satu) tahun sekah

‘a. Perumda; dan / atau
. b Pemerintah Daerah

Evaluasi sebagalmana dlmaksud pada ayat (2) sekurang-kurangnya
mehputl
a. penilaian kineﬁa;

b. 'penilajan tingkat kes_ehatan Perumda; dan

¢. penilaian pelayanan 'Perumda'.

Pasal 121

'Pemlalan tingkat: kesehatan merupakan tolok ukur kmer_]a Perurnda

Penilaian tmgkat kesehatan dilakukan setiap tahun oleh Perumda dan.

.dlsampajkan kepada KPM.

Penilaian t1ngkat;kesehatan Perumda menjadi dasar evaluasi Perumda.

Kepala Daerah ?menyampajkan' hasil penilaian tingkat kesehatan

_kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam

. negeri,

Bagian Kedua

_ Restrukturisasi

Pasal 122

- Restrukturisasi :dﬂakukan ~dengan - maksud untuk menyehatkan

Perumda agar dapat beroperas1 secara efisien, akuntabel, transparan,

-dan profesional.




(3)

g

(1}

@)

@)

(3)
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Restrukturisasi sébagaimana dimaksud pada ayat (1} bertujuan untuk:

a. meningkatkan kirierja dan nilai Perumda;

b. memberikan rr;ianfaat berupa deviden dan pajak kepada negara dan
Daerah; dan/ eitau

C. menghasﬂkan produk dan layanan dengan harga yang kompetlt]f
kepada konsumen.

Restrukturisasi dilakukan apabila Perumda terus menerus mengalami

kerugian dan keruglan tersebut mengancam Kkelangsungan usaha

Perumda. _

Restrukturisasi ciilaksanakan dengan memperhatikan efisiensi biaya,

manfaat, dan resiko.

. _ Pasal 123 -
Restrukturisasi meliputi' Restrukturisasi  regulasi dan/atau
Restrukturisasi p?amsahaan. ‘
Restrukturisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan
melalui: o o |
a. restruktuﬁsasi internal yang mencakupl keuangan, manajemen,
operasional, sistem, dan prosedur;
b. penataan hubungan fungsional antara Pemerintah Daerah dan
Perumda untﬁk menetapkan arah dalam rangka pelaksanaan

kewajiban peléyanan publik.

: - BAB XVI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu

Pembinaan Perumda

~ Pasal 124

Pemerintah Daeitah melakukan pembinaan terhadap pengurusan
Perumda. .. _ |
Pembinaan sebagmmana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh:

a. sekretaris Daerah; dan = _
b. pejabat pada Pemerintah Daerah yang melakukan fungsi
 pembinaan tekms BUMD;

Pejabat pada Pernermtah Daerah yang melaksanakan fung31

pengawasan atas: permmtaan sekretaris Daerah.
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Pasal 125

Sekretaris Daerah melakSanakan pembinaan terhaﬂap pengurusan

Perumda pada kebijak'an' yang bersifat strategis.

(1

2)

)

(2)

(3)

(4

NCl

o

Pasal 126 __ |
Pejabat pada Perﬁérintah Daerah yang melakukan fungsi pembinaan
teknis BUMD meﬁipunyai tugas melakukan:
a. . pembinéan organisasi, manajemen, dan keuangan;
pembinaan képengurusan;
c. pembinaan pendayagunaan aset;
d. pembinaan péngémbangan bisnis ;

e. monitoring dan evaluasi;

- f.  administrasi pembinaan; dan-

g. fungsilain yali'lg diberikan oleh Sekretaris Daerah. -
Pejabat pada Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat {1)

‘adalah pejabat - perangkat Daerah vang melaksanakan urusan

pemerintahan di bidang ekonomi.

: Bagian Kedua

Pengawasan Perumda

- Pasal 127
PengaWas’én terﬁadap Perumda dilakukan untuk menegakkan tata
kelola perusahaa_n yang baik.
Pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan oleh

pengawasan intefnal dan pengawasan eksternal.

" Pengawasan intei‘nal sebagaimana dimaksud ayat (2) dilakukan oleh

satuan pengawas intern, komite audit, atau komite lainnya.

Pengawasan eksternal sebagaimaha dimaksud ayat (2) dilakukan oleh:

- a. Pemerintah Déerah;

b. Menteri untuk pengéwasan umum; dan

c. Menteri  Teknis atau Pimpinan Lembaga  Pemerintah
Nonkementeri%m untuk pengawasarn teknis.

Pengaﬁv.;ls_an oleﬁ Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada

ayat (4) huruf a?dilétkéanakan oleh .Peljabat pada Pemerintah Daerah

‘yang melaksanakan fungsi pengawasan.

BAB XVII
KEPAILITAN DAN PEMBUBARAN PERUMDA




(1)

@
@)

(4)

(1)

(2)

(1
{2)
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Bagian Kesatu
Kepailitan

‘  Pasal 128

- Perumda dapat r:iinyatakan pailit sesuai dengan ketentuan peraturan
pérundang—undar_xgan. |
Direksi Perumdaji hanya dapat mengajukan permohonan kepada
pengadilan agar Perumda dinyatakan pailit setelah memperoleh
persetujuan dari Bupati dan DPRD. | o
Dalam hal kepaiiitan terjadi karena kesalahan atau kelalaian Direksi
dan kekayaan Pérumda tidak cukup untuk menutup kerugian akibat
kepailitan tersebut, Direksi bertanggung jawab atas kerugian
dimaksud. ;
Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku juga
bagi Direksi yang salah atau lalai yang sudah tidak menjabat 5 (lima)

tahun sebelum Pérumda dinyatakan pailit.

 Direksi yang dapat membuktikan bahwa kepailitan bukan karena

kesalahan atau kelalaiannya, tidak bertanggung jawab atas kerugian
dimaksud.

Pasal 129

Dalam hal aset Perumda yang dinyatakan pailit dipergunakan untuk

melayani kebutuhan dasar masyarakat, Pemerintah Daerah mengambil
alih aset tersebut untuk melayani kebutuhan dasar masyarakat tanpa

mengubah tujuan dan fungsi aset yang bersangkutan.

Dalam hal Pemeﬁntah Daerah tidak dapat mengambil alih aset yang

dipergunakan Lfmtuk melayani kebutuhan dasar masyarakat

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah wajib

menyediakan keﬁut_uhan dasar masyarakat dimaksud.

Bagian Kedua

Pembubaran

| Pasal 130
- Pembubaran Perumda ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

_ Pembubaran sebagaimana dimaksud pada ayat {1} dilakukan apabila:

- a. mengalami kerugian selama 3 (tiga) tahun berturu't—turut;

~ b. dinyatakan pailit oleh pengadilan; dan/atau




(1)

(2)

Gl

a.
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c. perubahan keféentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVIII
KETENTUAN PERALIHAN

: Pasal 131 |
Perhitungan modal Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15
ayat (1) telah dllaksanakan paling lambat 18 (delapan belas) bulan
setelah Peraturan Daerah ini diundangkan. '
Hasil _perl*utungan sebagaimana  dimaksud pada ayat (1)
diperhitungkan sébagai modal dasar Perumda. |
Hasil perhltungan sebagaimana dlmaksud pada ayat (1) dlsampalkan
kepada DPRD.

Pasal 132

Pada saat Pefaturan Ijaerah.ini mulai berlaku:

semua hék, keW:ajiban, perlengkapan, kekayaan dan/atau  aset,

kepegawaian, serta hutang PUDAM Kabupaten Gorontalo Utara menjadi

- hak, kewajiban, pérlengkapan, kekayaan dan/atau aset, kepegawaian,

serta hutang Perumda berdasarkan Peraturan Daerah ini;

. proses seleksi Dll'CkSl yang telah dilakukan sebelum berlakunya

Peraturan Daerah ini tetap dianggap berlaku dan proses selangutnya
disesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

Dewan Pengawas yéng diangkat berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8
Tahun 2016 tentaﬁg Pendirian Perusahaan Umum Daerah Air Minl_ﬁrn
tetap bertugas sampa1 dengan masa jabatan berakhir dan telah dilantik

Dewan Pengawas baru

. pelaksana Tugas _Dlreksi yang ditunjuk mengisi kékosongan Direksi,

- tetap bertugas sanipai dengan dilantikn},?a Direksi definitif Perumda oleh

KPM.

. pegawal yang dim.ékat berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun

2016 tentang Pen{iiria'n Perusahaan Umum Daerah Air Minum tetap
melaksanakan tugas dan kewajiban serta menerima hak sesuai

ketentuan peraturén perundang-undangan yang berlaku.
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) BAB XIX |
KETENTUAN PENUTUP

| Pasal 133

Pada saat Peraturan Iiaérahfirﬁ berlaku:

a. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pendirian Perusahaan
~ Umum Daerah .Ai_r Minum (Lembaran Daerah Kabupaten Gorontalo
Utara Tahun 2016 Nomof_ 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
~ Gorontalo Utara Ndmor 219), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;

b. Semua peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun

2016 tentang Pendirian Perusahaan Umum Daerah Air Minum

(Lembaran Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2016 Nomor 8, -

Tambahan Lembafan Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 219),

~ dinyatakan masih ftetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan .

ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 134

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang. rnen'getahuinya, memerintahkan pengundangan

Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah

.Kabupaten Gorontalo Utara.

Ditetapkan di Gorontalo Utara

Pada tanggal,| SépTemgsi 2022
BUPATI GORONTALO UTARA,

: THARIQ MODANGGU
Diundangkan di Gorqfltalo Utara
: 2022
BUPATEN GORONTALO UTARA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA TAHUN 2022
NOMOR 3% | |
NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH 4




IL.

- UMUM
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PENJELASAN
. ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA
' NOMOR  TAHUN 2022
TENTANG
- PERUSAHAAN UMUM DAERAH TIRTA GERBANG EMAS

Dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun

- 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah sebagaimana telah di

jabarkan sebagian lainnya oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri

Nomor 37 Tahiln 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian

‘Anggota Dewan :Pengawas atau Komisaris dan Anggota Direksi BUMD,
- serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2020 tentang
Perubahan atas_; Peraturan -Menteri Dalam Negeri Nomor 72 tentang

Perhitungan daﬁ Penetapan Tarif Air Minum, maka hal ini berdampak
substansi padaj materi yang ada dalam Peraturan Daerah Nomor 8
Tahun 2016 terftang Pendirian Perusahaan Umum Daerah Air Minum
(Lembaran Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2016 Nomor 8,
Tambahan Lernbaran Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 219)

‘dianggap sudah tidak sesuai lagi, sehingga Peraturan Daerah

dimaksud perlu%diganti untuk disesuaikan.

Selain itu untuk menghadapi perkembangan - sektor

'per'ekonomian khususnya bidang Air Minum dimasa mendatang,

maka Perusaha;an Umum Daerah Tirta Gerbang Emas Kabupaten

~ Gorontalo Utara perlu didukung dengan kinerja yang  baik,

permodalan yang kuat, serta sumber daya yang semakin profesional.
~ Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini diharapkan dapat
meraih hasil yang optimal untuk mendukung Pemerintah Daerah

dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan semakin

_ menumbuhkembangkan usaha Perusahaan Umum Daerah Tirta

Gerbang Emasf'- ‘Kabupaten Gorontalo Utara sebagai salah satu

" sumber Pendapatan Asli Daerah yang dapat diandalkan dan menjadi

salah satu alat kelengkapan untuk memperkuat Otonomi Daerah.

PASAL DEMI PASAL
Pasal 1 - '
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Cukup je_lg:_a.s
 Pasal 2 |
Cukup jelés
Pasal 3 :
Cukup jel.fas
Pasal 4
_ Cukup jel;qs
Pasal 5
Cukup jeléas
Pasal 6
Cukup jeléls '

- Pasal 7

Cukup jelés
Pasal 8 _'

Cukup jelas
Pasal 9 |

Ayat (1)

Huruf a
Yang dimaksud dengan "APBD" meliputi pula proyek
APBD yang dikelola oleh Perumda dan/atau piutang
]:_Daerah pada Perumda yang dijadikan sebagai
f)enyerfaan modal Daerah. |
Humf b
Yang dimaksud dengan "konversi dari pinjaman”
édalah pinjaman Daerah yang dikonversi dalam
Bentuk penyertaan mo.dal Daerah pada Perumda.
Ayat (2) |
Cukﬁp jelas.
Ayat(3)
Cukﬁp jelas.

Ayat(4) |
Cukup jelaé.
Ayat(5) |

| Cukup jelas.

Ayat (6) .

Cuklfp jelas.
Pasal 10 :
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Ayat(l) =
Huruf a
_ Cukup jelas.
Hul-'ujf b
Cukup'jelas.
Hurufc
Penugasan Pemerintah Daerah kepada Perumda
_ Earus disesuaikan deﬁgan jenis  penugasan
pemerintah Daerah dan tujuan Perumda.
Ayat (2} | o
Yanggdimaksud-dengan "rencana bisnis Perumda" adalah
| rincigﬁ kegiatan dengan jangka waktu paling singkat 3

(tiga) tahun atau yang disebut bussiness plan.

Pasal 11
Ayat (1)
Hurufa |
Cukup jelas.
- Hurufb '
Cukup jelas.
'Hurui‘c |
Yang dimaksud dengan “sumber lainnya” adalé.h
pinjaman yang berasal dari lembaga keuangan bank
étau nonbank sesuai dengan ketentuan peraturan
ﬁerundang-undangan. _
Ayat(2) |
CukL{p jelas.
Ayat (3)
Pasal 12 _
Cukup jelas
Pasal 13 :
Ayat (1)
huruf a

';’ang dimaksud dengan “kapitalisasi cadangan” adalah
penambahan modal disetor yang berasal dari
éadangan.

Huruf b
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?ang dimaksud dengan “keuntungan revaluasi aset”
é.dalah :penilaian kerﬁba]i dari aset suatu perusahaan
yang dlsebabkan karena adanya penambahan m]al
aset tersebut.
- Ayat (2)
Cukﬁp 3elas.
Ayat (3) '_
- Cuklip je1a$.

Pasal 14
~ Cukup jel?as '
Pasal 15 :

Cukup jel.gas o
Pasal 16 '
Ayat (1)

| Penyértaan modal Daerah sebesar Rp.20.000.000.000 (Dua

Puluh Milyar Rupiah) adalah sesuai rencana penyertaan

modal Pemerintah Daerah yang diatur dalam Pasal 5 ayat

(1) Pératuran Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 9

Tahun 2016 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah

Kepada Perusahaan Umum Daerah Air Minum.

Ayat(2)
Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b |
P;enyertaan modal dari Pemerintah Daerah kepada
Perumda sampai dengan tanggal 31 Desember Tahun
2021 sebesar Rp.7.010.000.000 (Tujuh Milyar Sepuluh
Ji.lta Rupiah) dengan rincian: :

1. Sebesar Rp.2.000.000.000 {Dua Milyar Rupiah)

. pada Tahun 2017. |
2 Sebesar Rp.1.510.000.000 (Satu Milyar Lima Ratus

. Sepuluh Juta Rupiah) pada Tahun 2018.

3. Sebesar Rp.2.500.000.000 (Dua Milyar Lima Ratus

Juta Rupiah) pada Tahun 2019.

4. Sebesar Rp.500.000.000 (Lima Ratus Juta Rupiah)

' pada Tahun 2020.
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5. Sebesar Rp.500.000.000 (Lima Ratus Juta Rupiah)
pada Tahun 2021,
Ayat (3) '
Cukup Jelas
Ayat {4) -
| Cul;;up jelas.
Pasal 17 f |
| Cukup jelas
Pasal 18 :
Cukup jeias
Pasal 19
Cukup jeias
Pasal 20
Cukup jefas
Pasal 21
Cukup jeias
Pasal 22 W
Cukup jeias
Pasal 23 ;
Cukup jeias
Pasal 24
Cukup Jelas
Pasal 25
Cukup jelas
Pasal 26 E
Ayat (1)
huruf g
Yax‘ig dimaksud dengan “rapat” dalam ketentuan ini
adalah rapat Dewan Pengawas dengan para pihak yang
diundang.
Pasal 27
Cukup Jejlas
Pasal 28 B
Ayat (1) °
Hurﬁf a
Cukup jelas.
Hurufb
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dukup jelas
Huruf c | _
Yang dimaksud dengan “konflik kepentingan” adalah
kondisi Dewan Pengawas yang memiliki kepentingan
pﬁbadi untuk 'menguritungkan diri sendiri dan/atau
oi;*ang lain dalam pengguhaan wewenang sehingga
| di":lpat mempengaruhi nefralitas dan kualitas keputusan
dan/atau  tindakan yang dibuat  dan/atau
dilakukannya. _
Ayat(2)
- Cukup jelas;
Ayat (3)
o Cukujp jelas.
- Pasal 29 ' |
Cukup j_e]és
.' Pasal 30 |
Cukup jelés
Pasal 31 _ |
 Ayat(y) |
| Cukup jelas.
Avat(2) | _
Ya_ng dimaksud dengan “lembaga professional” adalah
lembaga pemerintah atau swasta yang berkompeten di
bidarignya. : |
Pasal 32 ? |
Ayat (1) _ ;
Yang. dimaksud dengan "kontrak kinerja” adalah
| pernﬁataan kesepakatan dengan perusahaan (statement of
co};ﬁo}'ate intent] yang memuat antara lain janji atau
pemjataari_'Dewan Pengawas untuk sungguh-sungguh
melaksané.kan tugas dan kewajibannya.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cuk’uﬂp jelas.
Ayat (4) - .
Cuk.ujp jeléé.
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Ayat (5)
Cukuip jelas.
Avat(6) =
' Cuklip jelas.
Pasal 33
Cukup jelés
Pasal 34 |
Ayat (2)
| ‘Hurufa
Cﬁkup jelas.
. Hurufb
C;ukup jelas
Hurufc
-.C‘ukup jelas
Hurufd
Yang dimaksud dengan tantiem adalah bagian
'kéuntungan perusahaan yang dihadiahkan kepada
Dewan Pengawas atau Direksi atau Pegawai.
 Pasal 35 :
Cukup jelé.s
Pasal 36
Cukup jeljas
'Pasal 37 |
Cukup jelas
Pasal38
- Cukup jelas
Pasal39
Cukup jelas.
Pasal 40 :
| Cukup jelias
Pasal 41
| Cukup jelas
' Pasal 42 o
Ayat (1) |
Yangidimakéud dengan “pengurusan” adalah kegiatan yéng
dilakukan oleh Direksi dalam upaya mencapai maksud dan

tujuah Perumda.
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Ayat (2) |
Cuklip jelas.
Ayat (3)
Cukuip jelas.
Pasal 43 o
_ Cukup jelés
 Pasal 44 | |
) Cukup jelas
* Pasal 45
o Cukup jelas
Pasal 46
| '_ Cukup jeléas
Pasal 47 :
~ Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas.
Humi’b
Cilkup jelas
Hurufc
Yang dimaksud dengan "dapat menimbulkan konflik
képentiﬁgan“ ad.ala.h. kondisi Dewan Pengawas yang
miemiliki kepentingan pribadi untuk menguntungkan
diri sendiri dan/atau orang lain dalam penggunaan
wéWenang sehingga dapat mempengaruhi netralitas
da_n kualitas keputusan dan/atau tindakan yang
diEuat dan/atau dilakukannya.
Ayat (2)
Cukli_p jelas.
Ayat (3)

- Cukup jelas.
Pasal 48 |
Cukup jelés

Pasal49
Cukup jelés

" Pasal 50

| Cukup jelas

Pasal 51 .



" Pasal 53
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Ayat(l) |

"'Yangj: diméksud dengan "kontrak kinerja” adalah
pernjataan: kesepakatan dengan perusahaan (statement of
corporate intent) yang memuat antara lain janji atau
pern};'rataan:' Direksi untuk memenuhi target yang
 ditetapkan oleh KPM.

Ayat (2) |
-Cuklip jelas.

Ayat (3) |
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cl__lklip jelas.

Ayat (5)

- C.uku%'p'jelas. :

Ayat (6) - |

_ Cukﬁp jelas.

 Pasal 52 N

| Cuklip jél_as

. Cukup jeias
Pasal 54 :
Cukup jelés
Pasal 55
Cukup jel;as
. Pasal 56
| Cukup Jelas
Pasal 57 |
Cukup jelas
Pasal 58
Cukup jelé.s
Pasal 5
_ ~ Cukup jelas -
Pasal 60 .
Cukup jelas
Pasal 61
Cukup jelas
Pasal 62 ?




Cukup jelas
Pasal 63 '
Pasai 64

Cukup jeiés

“ Pasal 65

Culaup jelas
Pasal 66 §

Cukup jelé.s
Pasal 67 |

Cukup jelas

Pasal 68 :
Cukup jelas
Pasal 69 :
| Cukup jeléls
Pasal 70 |
Cukup jeléas

Pasal 71
- Cukup jelés

- Pasal 72

Ayat (1)

Cukup jel_;as _

65

Yangédimakstid dengan "satuan pengawas intern” adalah
unit yang dibentuk oleh Direksi untuk memberikan
jaminan (assurance) yang independen dan obyektif atas
pelaporan keuangan serta melakukan kegiatan konsultasi
bagi %nanajemen dengan tujuan untuk meningkatkan nilai
(ualué) dan memperbaiki operasional Perumda melalui
evalu;;lsi dan peningkatan efektivitas manajemen resiko,
pengéndalian, dan tata kelola perusahaan. Bentuk satuan
penga}was intern menyesuaikan dengan ketentuan
peratr_uran perundang-undangan yang mengatur sektor
usaha yang' bersangkutan, misalnya dalam bidang
perbéinkan, satuan pengawas intern dipimpin oleh direktur

kepa‘guhan.

Ayat (2)

Cuklip jelas.

Ayat (3)



Cukui) jelas.

Pasal 73 ’_
Cukup je}és _
Pasal 74 '
| Cukup jelés
Pasal 75
 Cukup jelés'
Pasal 76
| Cukup jelés
Pasal 77
Cukup jelgs
Pasal 78 :
' Cukup jelas
Pasal 79 _'
| Cukup jelas
Pasal 80 |

Cukup jelas

Pasal 81 7
Cukup jeléls
Pasal 82
Cukup jelas
Pasal 83
Cukup jelés
Pasal 84
Cukup jeIés
Pasal 85 _
Cukup jelas
Pasal 86 j
Cukup jelas
Pasal 87
Cukup jelas
Pasal 88 '_
Cukup jelas
Pasal 89

Cukup jelas |

- Pasal 90 :
Cukup jelas




Pasal 91
| Cukup jelés
Pasal 92 ;
Cukup jelés
Pasal 93 |
Cukup jelejls
Pasal 94
Cukup jelas
Pasal 95
Cukup jelés
Pasal 96
Cukup jel:és
Pasal 97
_ Cukup jel?as :
Pasal 98 |
Cukup J eias
Pasal 99
Cukup jel.:#is
Pasal 100 |
Cukup jelf;ls
Pasal 101 .

Cukup jelas

Pasal 102 ‘
Cukup jelé.s
Pasal 103
Cukup jel_és
Pasal 104
Cukup jel%a.s
Pasal 105
Cukup jelé.s
Pasal 106
Cukup jel%is
Pasal 107
_ Cukup jelas
Pasal 108
- Cukup jelés
Pasal 109 :
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Cukup jelé’.s
Pasal 110
Cukup jelés _
Pasal 111 n
Cukup jelas
Pasal 112 -
Cukup jelas
" Pasal 113
Ayat (1)
Cukdp jelas.
Ayat (2)
Hurufa |
;Ya_ng _dirnaksud dengan prinsip “transparansi” adalah
keterbukaan dalam melaksanakan proses
;'per_lgambﬂan keputusan dan keterbukaan dalam
mengungkapkan informasi yang relevan mengenai
perusahaan.
Huruf b
?.Yang dimaksud dengan prinsip "akuntabilitas”
‘adalah kejelasan  fungsi, pelaksanaan, dan
;peftahggungjawaban organ sechingga pengelolaan
_perusahaan terlaksana secara efekti, .
Hurujf c |
Yang dimaksud dengan prinsip
"pertanggungjawaban” adalah kesesuaian dalam
gpengelolaan perusahaan  terhadap  peraturan
%pemndang-undangan dan prinsip korporasi yang
gsehat. |
Huruf d
- Yang dimaksud dengan prinsip “kemandirian” adalah
ikeadaan dimana perusahaan dikelola secara
?profesional tanpa benturan kepentingan dan
- pengaruh/tekanan dari pihak manapun yang tidak
isesuai dengan ketentuan peraturan perundang -
undaﬁgan dan prinsip korporasi yang sehat.

Hunif e
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fYa_ng dimaksud dengan'prinsip "kewajaran" adalah
keadilan dan kesetaraan di dalam memenuhi hak
-pemangku kepentingan (stakeholder) yang timbul

;berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-

‘undangan.
Ayat (3)
- Cukup jelas.
Ayat(4)

' Yang%dimaksu:d dengan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik
~ diantaranya memuat manual pengurus (board manual),
~ manual manajemen risiko, sistem pengendalian intern,

sistem pengawasan intern, mekanisme pelaporan atas

~ dugaan penyimpangan pada Perumda yang bersangkutan, |

tata kelola teknologi informasi, dan pedoman perilaku etika
(codei of conduct).
Ayat (5)
Cuk@p jelas.
Pasal 114 f |
Cukup jelas
Pasal 115 - .
Cukup jelas -
Pasal 116 -
Cukup jelas
Pasal 117 :
Cukup jeljas
- Pasal 118 _?
B Cukup jelas
Pasal 119
Cukup jeias
Pasal 120
Cukup jeias
Pasal 121
| Cukup jelas
Pasal 122 .
_ Cukup jeias :
Pasal 123 |
Cukup jeias
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Pasal 124 _
_' Cukup jelais
Pasal 125
 Cukup jelés
Pasal 126
Cukup jelas
Pasal 127
Cukup jeléls
Pasal 128
) Cukup jeléas |
Pasal 120
Cukup jelas
Pasal 130 .
- Cukup jelés
Pasal 131
Cukup jelzas
- Pasal 132 | g
Cukup jeias
Pasal 133
| Cukup jelas
Pasal 134
| Cukup jeias

TAMBAHAN___LEMBARAN DAERAH _KAB_UPATEN GORONTALO UTARA
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